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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Zero Street 
Crime dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Kediri, yaitu tentang alasan 
Kepolisian Resort Kota Kediri melaksanaan program Zero Street Crime ini dan 
mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program Zero 
Street Crime di Kota Kediri. 
 
Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal dan menggunakan metode 
kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Kediri pada tahun 2008. Data 
diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari aparat polisi 
di Kepolisian Kota Kediri, karyawan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Kediri, 
masyarakat Kota Kediri. Data sekunder berasal dari  keterangan-keterangan yang secara 
tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan 
ilmiah, sumber-sumber tertulis, laporan, arsip, literatur, peraturan perundang-undangan 
dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.  
 
Secara ringkas permasalahan yang diteliti, menghasilkan beberapa kesimpulan 
(1) program Zero Street Crime merupakan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan 
yang diambil Kapolwil Kediri untuk dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Kediri, 
yang berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta menciptakan 
situasi kamtibmas yang bebas dari gangguan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan, 
(2) bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program Zero Street Crime yaitu 
menempatkan pos-pos Zero Street Crime di tempat-tempat yang strategis; mengadakan 
patroli secara rutin; mengadakan operasi; melakukan penghimbauan; melakukan 
penangkapan terhadap para pelaku kejahatan; melakukan tembak di tempat apabila 












Nila Galih Roosanti, NIM: E.0005232. 2009. IMPLEMENTATION OF ”ZERO 
STREET CRIME” PROGRAM AS AN ATTEMPT TO OVERCOME STREET 
CRIMES BY KEDIRI CITY POLICE RESORT. Writing Law (Skripsi), Faculty 
of Law, University of Sebelas Maret Surakarta.  
 
This study aims to know the implementation of ”Zero Street Crime” 
Program for tackling street crime in the city of Kediri, which is about why the Kediri 
City Police Resort implementing ”Zero Street Crime” program and the forms of activity 
undertaken in the implementation of the program ”Zero Street Crime” in the City of 
Kediri. 
This Research is non-doctrinal research and using qualitative methods. This 
research is conducted in the region of Kediri in 2008. Data obtained from primary data 
and secondary data. Primary data comes from police officers in the Police Kota Kediri, 
employees Employment and Social Affairs of Kediri, and Kediri City community. 
Secondary data came from information that is not directly obtained through the study of 
literature, documentary materials, writing scientific, written sources, reports, archives, 
literature, laws and others associated with the object of research. 
In summary of the problems examined, some of the conclusions (1) Zero 
Street Crime program is a policy of crime taken by Kapolwil Kediri to be implemented 
in the Kediri City Police Resort, in attempt to improve people trust in Polri and to create 
a ”kamtibmas” situation that free from interference of crime, partcularly street crime, 
(2) forms of activities that are implemented in the Zero Street Crime program are placed 
Zero Street Crime posts in strategic place; conduct routine patrols; conduct operations; 
encouraging people to fight street crimes; to arrest the perpetrators of crimes; to shoot in 














A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional di segala bidang yang tengah dilaksanakan sekarang 
ini selain bertujuan mengentaskan Negara Indonesia dari keterpurukan akibat krisis 
ekonomi berkepanjangan yang melanda dunia, juga bertujuan mencapai masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945. 
Pada era reformasi sekarang pelaksanaan amanat pembangunan nasional  
menggunakan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) sebagai acuan. 
PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) merupakan landasan dan pedoman 
bagi pemerintah dan penyelenggara Negara lainnya dalam melaksanakan 
pembangunan lima tahun (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000).  Program 
Pembangunan Nasional disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan landasan 
konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam Propenas ini 
pembangunan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan supremasi hukum dan 
pemerintahan yang baik. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya 
suasana masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif, sebagai syarat pertumbuhan 
perekonomian pada umumnya. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya 
jika situasi dan kondisi benar-benar aman dan kondusif, sebab dalam situasi ini 
kepentingan dan keselamatan aset maupun jiwa mereka akan terlindungi. Untuk 
mewujudkan kondisi tersebut, peran Pemerintah amatlah penting dan menentukan. 
Sebagai penyelenggara Negara, Pemerintah dengan seluruh aparatur yang terkait 
dengan didukung oleh anggaran dan  sistem peralatan yang dimilikinya memang 
harus banyak berbuat, dengan merencanakan, melaksanakan maupun memberikan 
1 
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evaluasi  berbagai program termasuk program pengendalian dan pencegahan 
kejahatan.  
Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam alinea keempat UUD 
1945, yaitu bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah “melindungi” segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
“kesejahteraan” umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Pada kenyataannya dari pengamatan melalui berbagai media diketahui 
bahwa dilihat dari jenis, kuantitas dan kualitasnya angka kejahatan di banyak kota 
di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Peningkatan  
terutama di kota-kota besar, mengingat padatnya populasi akibat dari pertumbuhan 
penduduk yang tidak terkontrol, minimnya lapangan pekerjaan yang berdampak 
pada banyaknya pengangguran dan ketatnya persaingan hidup. 
Peningkatan angka kejahatan, diduga berhubungan juga dengan semakin 
beratnya beban hidup, bukan hanya karena pemenuhan kebutuhan pokok saja, 
namun juga dorongan kebutuhan konsumtif. Sekarang ini, barang-barang yang 
tadinya tergolong barang kebutuhan sekunder telah menjadi gaya hidup, seperti 
halnya  pemakaian sarana komunikasi telepon selular dan lain-lain yang telah 
merambah seluruh kalangan. Hal ini memberi gambaran kebutuhan hidup manusia 
akan pemenuhan barang kebutuhan mengalami peningkatan, yang dari dulunya 
merupakan kebutuhan sekunder sekarang ini menjadi kebutuhan pokok, yang 
seolah wajib dimiliki oleh semua orang. Sampai timbul anggapan, apabila tidak 
menggunakan telepon  
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selular dianggap ketinggalan jaman. Disebabkan oleh  anggapan tersebut, 
banyak orang yang memaksakan diri untuk memilikinya. Perubahan gaya hidup 
sepertinya tidak dapat dipungkiri menambah beban hidup yang tidak murah. 
Pemenuhan kebutuhan manusia akan berbagai macam kebutuhannya menuntut 
tersedianya anggaran yang cukup. Sulitnya mendapatkan penghasilan yang legal 
dan halal sekarang ini merupakan salah satu sebab banyak orang yang nekat 
melakukan pekerjaan yang illegal demi memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu 
timbullah kriminalitas yang meresahkan masyarakat.  
Prof. Frank Tennenbaum, menyebutkan bahwa “ Crime adalah 
permasalahan yang selalu melekat di kehidupan manusia. Manusia lahir dan hidup 
dalam kelompok-kelompok tipe dan corak organisasi kemanusiaan yang berbeda-
beda. Dalam organisasi kemanusiaan ini sifat-sifat manusia tidak selalu sesuai 
dengan yang dikehendaki masyarakat, termasuk perbuatan manusia yang 
dinamakan kejahatan (merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki masyarakat). 
Namun demikian crime tidak dapat dihapuskan, kecuali dalam awang-awang belaka 
(Soedjono, 1983:1). Dengan demikian kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat, 
meskipun masyarakat tidak menghendakinya sekalipun, karena kejahatan dilakukan 
oleh anggota masyarakat itu sendiri.  
Kepolisian bertugas untuk melakukan pengendalian dan pencegahan 
terjadinya kejahatan-kejahatan. Polri telah banyak mengambil langkah-langkah 
penanganan atau penindakan secara hukum, namun ternyata kejahatan terus 
berulang dengan berbagai bentuk maupun modus operandinya. Kenyataan ini 
membuktikan bahwa  kejahatan  tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan 
metode konvensional yang selama ini dilakukan, yang memandang kejahatan 
adalah sesuatu yang berdiri sendiri terlepas dari masalah sosial, kejahatan suatu 
penyakit sosial yang hanya bisa diobati dengan penerapan pidana terhadap pelaku 
semata, tanpa mempertimbangkan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini 
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berhubungan dengan suatu teori tentang kejahatan, yang memandang dan mengakui 
kejahatan adalah suatu dampak dari dinamika sosial, suatu social effect. Kejahatan 
harus dicari sebab-sebabnya justru ditengah-tengah masyarakat yang sakit tempat 
kejahatan itu timbul dan berkembang. 
Kediri merupakan suatu kota kecil yang perkembangan kehidupan 
masyarakatnya mulai mengalami kemajuan ke arah masyarakat yang lebih modern. 
Hal tersebut ditandai bertambahnya jumlah kepadatan penduduk dari tahun ke 
tahun. Pertambahan jumlah penduduk Kediri ini dikarenakan sebagian dari 
penduduk Kediri berasal dari luar kota, bahkan tidak jarang berasal dari luar daerah 
Kediri. Mereka bermigrasi dengan tujuan untuk memperoleh mata pencaharian 
yang lebih baik dari pada di daerah asalnya.  
Pertambahan penduduk telah memberikan dampak yang sangat besar bagi 
perubahan kehidupan masyarakat di daerah Kediri, diantaranya yaitu kawasan 
pemukiman penduduk semakin padat, lapangan pekerjaan yang tersedia juga 
semakin sempit, dan masalah lainnya yang lebih kompleks. Diantara masalah-
masalah yang terjadi tersebut, maka permasalahan yang sangat mungkin terjadi 
adalah mengenai bertambahnya tingkat kejahatan. Bertambahnya tingkat kejahatan 
tersebut merupakan suatu ciri bahwa suatu daerah telah mengalami perkembangan 
ke arah kota besar. Tingkat kejahatan di Jawa Timur menurut kepolisian daerah 
Jawa Timur mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 
2007 angka kriminalitas sebanyak 44.077 kasus, sedangkan pada tahun 2008 
mencapai 48.129. Sehingga peningkatan kejahatan tersebut sebesar 9 %. Kota 
Kediri sendiri pada tahun 2008 angka kejahatannya sebesar 6.610 kasus dan 
disinyalir akan mengalami kenaikan yang cukup tajam pada tahun-tahun berikutnya 
(Koran Tempo, 27 Desember 2008).  
Dengan besarnya angka kenaikan tersebut, maka  tingkat kejahatan di kota 
Kediri termasuk tinggi dan diperlukan penanganan yang ketat untuk menanganinya. 
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Pada tahun ke tahun jumlah kejahatan yang terjadi telah bertambah banyak, 
demikian pula modus yang digunakan juga semakin beragam. Hal tersebut seperti 
yang diberitakan oleh KSTV Kediri bahwa kasus pencurian yang terjadi terhadap 
rumah maupun kendaraan bermotor atau curanmor semakin marak terjadi di kota 
Kediri.  Seperti yang terjadi pada rumah Bambang Sukoco, yang beralamat di 
perumahan Griya Indah Permata Sari, kelurahan Lirboyo, kecamatan Mojoroto, 
kota Kediri yang disatroni oleh kawanan pencuri setelah ditinggal berlibur ke 
Bangil, Pasuruan. Tidak hanya itu, sebelumnya di jalan Kawi Mojoroto kota Kediri 
juga terjadi tindak pidana pencurian. Kasus-kasus yang terjadi tersebut, 
menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di kota Kediri telah mengalami kenaikan dan 
intensitasnya semakin rapat antara kasus satu dengan yang lainnya.  
Oleh karena itu diperlukan suatu cara pencegahan agar kasus-kasus 
kejahatan dapat ditangani dan tidak semakin merajalela. Sehubungan dengan hal 
tersebut di atas, Kapolwil Kediri telah memutuskan untuk melaksanakan semacam 
program guna mengatasi masalah-masalah tersebut, yang dinamakan dengan  Zero 
Street Crime (ZSC). Program itu kemudian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota 
Kediri, yang bertujuan untuk menekan terjadinya kejahatan di kota Kediri, 
khususnya mengenai masalah kejahatan jalanan. Jadi diharapkan dengan adanya 
program ini, maka kejahatan khususnya kejahatan jalanan di kota Kediri bisa 
menjadi “zero” atau tidak ada kejahatan yang meresahkan masyarakat. ZSC itu 
sendiri awalnya dicanangkan oleh Kapolwil Kediri, Kombes Sukamto Handoko 
pada bulan Maret 2007.    
Program ZSC ini ditujukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan yang 
terjadi di jalanan, yaitu seperti pengemisan, penggelandangan, perjudian, miras, 
pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, curanmor, 
penadahan, curas/perampokan dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Bermacam-
macam kejahatan seperti contoh di atas sangat kerap terjadi dan meresahkan 
 xx 
masyarakat. Kemudian untuk dapat mengetahui apakah program tersebut efektif 
dan dapat dilaksanakan atau tidak, maka diperlukan penelitian lebih lanjut. 
Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah 
program tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum tanpa melakukan pelanggaran 
hukum. Sehingga dalam melakukan penekanan terhadap angka kejahatan, para 
aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus sesuai dengan hukum dan 
peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya semua masalah terjadi 
karena ada akar permasalahannya, sehingga diperlukan suatu pemikiran yang baru 
dan cerdas untuk mencari akar dari permasalahan tersebut. Untuk itu diperlukan 
kajian lebih lanjut untuk menjawab permasalahan di atas.   
Penelitian ini dilakukan di Kota Kediri, karena sepengetahuan peneliti di 
Kediri atau daerah lain belum pernah dilakukan penelitian tentang hal itu. 
Penyebarluasan terhadap masyarakat luas masih sangat dibutuhkan, mengingat 
sosialisasi terhadap program ZSC tersebut masih kurang dilakukan. Sehingga 
diharapkan dengan penyebarluasan tersebut masyarakat dapat membantu 
mensukseskan program tersebut, agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.  
Atas dasar uraian di atas, maka peneliti membuat judul “PELAKSANAAN 
PROGRAM ‘ZERO STREET CRIME’ SEBAGAI USAHA 
PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN 
RESORT KOTA KEDIRI”.  
B. Pembatasan Masalah 
Guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai obyek bahasan 
penelitian dalam usaha penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya 
perluasan dan kekaburan masalah yang diteliti sebagai akibat dari luasnya ruang 
lingkup penelitian, maka penulis hanya membatasi dan hanya mengkaji tentang 
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pelaksanaan Program Zero Street Crime di Kota Kediri menurut Hukum Pidana 
(materiil) saja, tidak sampai pada penyelesaiannya (bukan formil).  
 
C. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 
penelitian yaitu untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan 
diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian tersebut dapat tepat pada sasaran 
serta sesuai dengan yang diharapkan.  
 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Mengapa Kepolisian Resort Kota Kediri menetapkan program Zero Street 
Crime (ZSC) sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan jalanan di Kota 
Kediri? 
2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan program Zero 
Street Crime (ZSC) di Kota Kediri oleh Kepolisian Resort Kota Kediri? 
D. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian harus memiliki tujuan penelitian yang merupakan jawaban 
terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan di 
atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif  
a. Untuk mengetahui pelaksanaan program Zero Street Crime (ZSC) dalam 
menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Kediri. 
b. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan  
program Zero Street Crime (ZSC) di Kota Kediri. 
 
2. Tujuan Subyektif 
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a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dalam bidang 
hukum, khususnya mengenai pelaksanaan Zero Street Crime (ZSC) di 
Kota Kediri. 
b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan 
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
c. Untuk menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh untuk 
diterapkan agar bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 
masyarakat luas. 
E. Manfaat Penelitian 
Dalam suatu penelitian tentu sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum, 
khususnya mengenai teori penanggulangan kejahatan dalam pelaksanaan 
Zero Street Crime (ZSC) sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan di 
jalanan. 
b. Menjelaskan tentang peranan Kepolisian Resort Kota Kediri dalam 
penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan dalam program  
Zero Street Crime (ZSC). 
 
2. Manfaat Praktis  
a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan 
ilmu bagi pengembangan kemampuan penulis sebagai bekal untuk terjun 
secara langsung di masyarakat. 
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b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemecahan 
atas permasalahan yang diteliti yang kemudian dapat memberikan 
masukan bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan penelitian ini. 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian mengemukakan secara teknik tentang metode-metode 
yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu 
penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam 
mesyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya (Soerjono 
Soekanto, 1986 : 10). Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan 
secara lengkap dan obyektif mngenai suatu masalah guna memberikan 
gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program Zero Street Crime (ZSC) 
di Kota Kediri dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah 
narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan secara 
langsung, baik di tempat penelitian maupun di luar lokasi penelitian yang 
masih berada wilayah Kota Kediri.  
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang  berusaha 
mendapatkan data-data untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan 
kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Menurut 
Soerjono Soekanto, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono 
Soekanto, 1986:10). Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan 
memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang seteliti-
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telitinya untuk mengetahui gambaran pelaksaan Program Zero Street Crime di 
Kota Kediri.  
 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dibeberapa lokasi yaitu, Polresta Kediri yang 
beralamat di Jalan Brawijaya, kemudian kantor Dinas Sosial dan 
Ketenagakerjaan Pemkot Kediri yang beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma 
Bangsa. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang 
diperlukan  memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja Kepolisian Kota 
Kediri, alasan dan tujuan apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program 
Zero Street Crime di Kota Kediri ini. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui sejauh mana program ini dilaksanakan, bagaimana peranan 
masing-masing pihak di atas, apakah ada hubungan sinergis antara Polresta 
Kediri dengan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Pemkot Kediri dalam 
pelaksanaan Progran Zero Street Crime ini. 
 
4. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini 
bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan 
mendasarkan pada informasi dan data-data yang dinyatakan oleh responden 
atau nara sumber secara lisan atau tertulis, dan juga perilaku nyata, diteliti, 
dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penulis memperoleh data dari hasil 
wawancara langsung dengan nara sumber. Kemudian data-data tersebut 
digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Data 
yang digunakan adalah data yang sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat 
penelitian.  Selain itu diperoleh juga data tertulis, dalam hal ini dari Kepolisian 
Resort Kota Kediri dan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Kediri.  
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5. Jenis Data 
Dalam suatu penelitian, suatu data dibedakan menjadi dua, yaitu data 
yang diperoleh langsung dari nara-sumber dan dari bahan pustaka. Data yang 
pertama disebut sebagai data primer atau data dasar (primary data atau basic 
data), dan data yang kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data 
primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu keterangan/informasi dari nara-
sumber yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian. Data sekunder, 
antara lain mencakup Undang-undang yang relevan, dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, 
dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 1986:12). Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah keterangan, informasi atau fakta yang 
diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan 
informan kunci. Keterangan mengenai data-data primer ini diperoleh dari 
narasumber di Kepolisian Resort Kota Kediri, yaitu Kasat Reskrim AKP 
Slamet Pujiono; Kasat Lantas AKP Mukalan, S.H.; Aiptu Deny Puspita, 
Paur Min., Dra. Yayuk Istirahayu, Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial  
Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Pemkot Kediri serta aparat penegak 
hukum lainnya yang berkompeten dalam pelaksanaan Program Zero Street 
Crime di Kota Kediri ini.  
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah informasi atau keterangan-keterangan yang 
secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan 
dokumenter, tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis, laporan, arsip, 
literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang 
berhubungan dengan obyek penelitian.  
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6. Sumber Data 
Berdasarkan jenis data, maka dapat ditentukan sumber data yang 
digunakan untuk penelitian, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini. Sumber data yang 
penulis gunakan adalah sebagai berikut : 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara 
langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan 
oleh pejabat yang berwenang di Kapolresta Kediri, yaitu Kasat Reskrim 
AKP Slamet Pujiono; Kasat Lantas AKP Mukalan, S.H.; Aiptu Deny 
Puspita, Paur Min., keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang di Kantor Dinas Sosial, Dra. Yayuk Istirahayu, Kasi 
Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial  Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan 
Pemkot Kediri dan Ketenagakerjaan Kota Kediri serta keterangan yang 
diperoleh dari masyarakat umum di luar kedua instansi tersebut.  
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu, sumber data yang secara tidak 
langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data 
primer, yang terdiri dari:  
1) Bahan Hukum Primer : 
Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam 
penelitian ini terutama adalah Undang-Undang Dasar  1945, Undang-
Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sprinlak Kapolresta Kediri 
No. Pol. : Sprinlak/01/I/2008/Resta Kediri tanggal 1 Januari 2008 
tentang Perintah Pelaksanaan Program Zero Street Crime.  
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2) Bahan Hukum Sekunder : 
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer yang dapat membantu analisis data dan 
membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer.  
3) Bahan Hukum Tersier :  
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi 
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam 
penelitian ini yang termasuk bahan hukum tersier adalah ensiklopedia 
dan kamus.  
 
 
7. Teknik Sampling  
Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling atau 
judgmental sampling, yaitu peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri 
dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih 
sample (Maria S.W. Soemardjono, 1997:31).  
Menurut Patton dalam H.B. Soetopo (1992:2) pemilihan informan 
dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam 
memperoleh data, oleh sebab itu metode pengumpulan data menjadi snowball 
sampling, yaitu menggelinding seperti bola salju. Apabila data yang ditentukan 
dari purposive sampling dalam penelitian ini kurang, maka akan digunakan 
teknik pengumpulan data snowball sampling. Dalam hal ini penelitian 
ditujukan kepada Kepolisian Resort Kota Kediri serta Dinas Sosial dan 
Ketenagakerjaan Kota Kediri. Namun tidak menutup kemungkinan, penelitian 
ini juga melibatkan pihak-pihak lain yang tidak ditentukan dalam penelitian ini 
seperti pedagang, dosen, karyawan, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya.  
 
8. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk 
mengumpulkan data yang ada di tempat penelitian sehingga memperoleh data 
yang diperlukan.  
Seperti telah disebutkan di atas, terdapat beberapa macam data yang 
berasal dari beberapa sumber data. Masing-masing sumber data tersebut 
menuntut cara atau teknik pengumpulan data yang sesuai, guna mendapatkan 
data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan (HB. Sutopo, 2002:58). 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
: 
 
a. Teknik Wawancara  
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 
keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan 
tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu 
wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu 
pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan 
pemberi informasi yang disebut informan atau responden (Burhan 
Ashshofa, 2001:95). Dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan 
situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang 
yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 
untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seorang responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan 
langsung dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan 
terhadap narasumber di Kepolisian Resort Kota Kediri, yaitu Kasat 
Reskrim AKP Slamet Pujiono; Kasat Lantas AKP Mukalan, S.H.; Aiptu 
Deny Puspita, Paur Min., Dra. Yayuk Istirahayu, Kasi Rehabilitasi dan 
Pelayanan Sosial  Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Pemkot Kediri, aparat 
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penegak hukum lainnya yang berkompeten dalam pelaksanaan Program 
Zero Street Crime serta masyarakat di Kota Kediri ini.  
b. Pengamatan atau Observasi  
Pengamatan atau observasi merupakan suatu teknik yang 
dilakukan untuk penelitian hukum guna mencatat perilaku (hukum) 
sebagaimana terjadi dalam kenyataan. Dengan pengamatan ini peneliti 
akan dapat memperoleh data yang dikehendakinya mengenai perilaku 
(hukum) pada saat itu juga (Soerjono Sukanto, 1984:67). Dalam penelitian 
ini pengamatan secara langsung dilakukan terhadap obyek dan subyek 
penelitian, yaitu dengan ikut serta mengamati bagaimana peran aparat 
dalam melaksanakan program Zero Street Crime ini di kota Kediri, apakah 
dengan adanya program ini maka terbukti kejahatan jalanan akan 
berkurang, apakah adanya hubungan sinergis dengan instansi lain dan lain 
sebagainya. Data-data yang diperoleh dalam pengamatan atau observasi ini 
kemudian disimpulkan dan ditulis sesuai dengan kenyataan yang ada di 
lapangan.   
c. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian Kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan 
data yang dilakukan melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-
undangan, arsip-arsip dan bahan lainnya yang berbentuk tertulis yang 
berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Sehingga 
penelitian hanya diperoleh dari bahan-bahan yang tertulis saja, tanpa 
melakukan penelitian langsung di lapangan untuk mengetahui gejala sosial 
yang terjadi di  masyarakat.  
9. Teknik Analisis Data 
Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka perlu suatu teknik 
analisis data yang tepat. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 
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pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 
oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:103). Data yang telah terkumpul tersebut 
diolah dan dianalisa guna memecahkan masalah-masalah yang telah 
dikemukakan di atas, maka tahap analisis ini merupakan faktor yang penting 
karena dapat mempengaruhi mutu hasil penelitian. 
Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian adalah model analisis 
interaktif (interactive model of analysis), yaitu model analisis dalam penelitian 
kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara 
interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, 





















Dalam teknik analisis ini, penulis tetap bergerak diantara tiga 
komponen analisis dan pengumpulan data selama pengumpulan data dan 
selama pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai, 
maka peneliti bergerak diantara ketiga komponen analisis tersebut hingga 
waktu yang tersisa bagi penelitian berakhir. Adapun ketiga komponen tersebut 
adalah : 
a. Reduksi Data 
Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting 
dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 
dilakukan. Menurut HB. Soetopo (1992:12), reduksi data merupakan 
proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari field 
not. Proses ini berlangsung sejak awal penelitian dan pada saat 
pengumpulan data. Reduksi data ini dilakukan dengan membuat singkatan, 
coding, memusatkan tema, menulis memo dan menentukan batas-batas 
permasalahan. Proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan 
abstraksi data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulis di 
lapangan. Reduksi data langsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan 
riset sampai laporan akhir lengkap tersusun.  
b. Penyajian Data 
Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi 
yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain itu, 
penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi 
analisis kualitatif yang valid (Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman 
dalam Tjejep Rohendi Rohidi, 1992:17). 
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Sajian data sebaik-baiknya berbentuk table, gambar, matriks, 
jaringan kerja dan kaitan kegiatan, sehingga memudahkan peneliti untuk 
mengambil kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal dapat memahami 
arti berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian 
dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan 
perkembangan penelitian yang dilakukan. Proses analisis dengan 3 (tiga) 
komponen di atas dilakukan secara bersamaan merupakan model analisis 
mengalir (flow model of analysis). Metode analisis inilah yang digunakan 
dalam penelitian ini. Reduksi data dilakukan sejak proses sebelum 
pengumpulan data yang belum dilakukan, diteruskan pada waktu 
pengumpulan data dan bersamaan dengan dua komponen yang lain. Tiga 
komponen tersebut masih mengalir dan tetap saling menjalin pada waktu 
kegiatan pengumpulan data sudah berakhir sampai dengan proses 
penulisan penelitian selesai. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi 
yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian 
berlangsung (Mathew B. Miles dan A. Bichael Huberman dalam Tjejep 
Rohendi, 1992:19). Dengan penggunaan data kualitatif ini maka akan 
didapat gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang 
nyata sesuai dengan penelitian yang diteliti.  
Teknik analisis yang meliputi reduksi data, penyajian data serta 
penarikan kesimpulan seperti yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian 
ini oleh peneliti telah diusahakan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan 
data-data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. 
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10. Sistematika Penelitian 
Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai substansi 
penulisan, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang akan 
dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat saling berkaitan sesuai 
dengan apa yang dimaksud pada judul penulisan hukum. Sistematika Penulisan 
Hukum ini sebagai berikut. 
Dalam Bab I Pendahuluan ini akan diuraikan tentang Latar Belakang 
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Metodologi Penelitian dan kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan 
Hukum.  
Dalam Bab II Tujuan Pustaka ini diuraikan tentang kerangka teori dan 
kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi Perkembangan Kejahatan dalam 
Masyarakat, Pengklasifikasian Kejahatan, Fungsi Hukum Kaitannya dengan 
Penanggulangan Kejahatan, Peran Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum 
dalam Penanggulangan Kejahatan. 
Pokok-pokok permasalahan akan diungkapkan berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan program Zero Street Crime 
(ZSC) di Kota Kediri. Pokok-pokok permasalahan tersebut meliputi Deskripsi 
Lokasi Penelitian, yaitu Kota Kediri dan Kepolisian Resort Kota Kediri, Alasan 
Kepolisian Resort Kota Kediri Menetapkan Program Zero Street Crime untuk 
Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Kota Kediri, Kegiatan-Kegiatan yang 
dilakukan Kepolisian Resort Kota Kediri dalam Pelaksanaan Program Zero 
Street Crime di Kota Kediri. Hal ini diuraikan dalam Bab III mengenai Hasil 
Penelitian dan Pembahasan.  
Adapun kesimpulan-kesimpulan dan saran yang terkait dengan 






A. Kerangka Teori 
1. Perkembangan Kejahatan dalam Masyarakat  
Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini banyak 
dibicarakan sebagai topik yang utama di kalangan para ahli hukum maupun 
masyarakat awam sekalipun. Hal ini dikarenakan kejahatan merupakan suatu 
fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. 
Adanya pengaruh globalisasi yang menyangkut perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi , terutama dalam bidang informasi, komunikasi dan 
transportasi telah merubah gaya hidup masyarakat. Perkembangan teknologi 
komunikasi, transportasi dan informasi telah berdampak kepada terjadinya 
proses perubahan sosial yang akselerasinya dari waktu ke waktu semakin 
cepat. Kondisi tersebut telah menimbulkan peningkatan kuantitas dan kualitas 
kejahatan di  masyarakat.  
Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kejahatan di  
masa yang akan datang juga akan lebih canggih pula dan semakin terorganisir 
dibandingkan dengan kejahatan yang ada sebelumnya. Menurut Saparinah 
Sadli, kejahatan merupakan salah satu bentuk dari “perilaku yang 
menyimpang”, yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak 
ada masyarakat yang yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu 
merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma 
sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, yang dapat 
menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial 
dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban 
sosial (Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi, Muladi, 1998:148). Dengan 
adanya perilaku yang menyimpang dalam masyarakat, ketertiban dan 
21 
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kesejahteraan Negara tidak dapat terwujud. Oleh karena itu diperlukan suatu 
tindakan tegas terhadap perbuatan yang bertentangan dengan segala peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Hal tersebut mencakup juga tindakan tegas terhadap hukum yang 
hidup dan berlaku dalam masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa pengertian 
hukum tidak hanya yang berhubungan dengan undang-undang ataupun 
peraturan semata, namun juga meliputi norma dan kaedah-kaedah hukum 
lainnya. Seperti diungkapkan beberapa pendapat ahli hukum sebagai berikut : 
Leon Duquit menyatakan hukum adalah aturan tingkah laku para 
anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu 
diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan 
bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang 
yang melakukan pelanggaran itu (Leon Duquit dalam Wasis SP., 2002: 20). 
Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum adalah norma yang 
mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi 
tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh kerenanya ia digolongkan ke 
dalam norma kultur (Satjipto Rahardjo, 2000: 27).  
Immanuel Kant menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan 
syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari seseorang yang satu 
dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut 
peraturan hukum tentang kemerdekaan (Immanuel Kant dalam Wasis SP., 
2002: 20). 
Pengertian beberapa ahli hukum ini memberikan gambaran mengenai 
ruang lingkup hukum yang tidak hanya merupakan suatu peraturan-peraturan 
dari penguasa, namun juga merupakan norma yang mengatur tingkah laku 
dalam bermasyarakat sehari-hari. Hukum yang berlaku dan berkembang dalam 
masyarakat adalah hukum positif yang selalu berkembang sesuai dengan 
perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan yang semakin lama semakin 
canggih dan berkembang, mengharuskan hukum juga mengalami 
perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman untuk melindungi 
kepentingan masyarakat.  
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2. Pengklasifikasian Kejahatan  
Pengertian kejahatan sangatlah luas, oleh karena itu perlu adanya 
pengklasifikasian yang dapat membedakan antara kejahatan yang satu dengan 
yang lainnya. Berdasarkan peraturan yang mengatur, kejahatan dibedakan 
menjadi dua, yaitu kejahatan yang ada dalam KUHP dan kejahatan di luar 
KUHP. Kejahatan di dalam KUHP merupakan semua perbuatan manusia yang 
memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP, 
seperti pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Sedangkan kejahatan di 
luar KUHP merupakan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan 
sehingga dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang bersangkutan di 
luar KUHP, misalnya tindak pidana ekonomi. Pengklasifikasian kejahatan 
didasarkan atas sifat perbuatan-perbuatan tersebut yang umumnya merugikan 
masyarakat. Paul Moedikdo Moeliono merumuskan “kejahatan adalah 
pelanggaran norma hukum  yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai 
perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan” 
(Soedjono Dirdjosisworo, 1989:18).   
Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 jenis pengertian yaitu 
pengertian secara praktis, secara religius dan secara yuridis sebagai berikut (B. 
Simanjuntak dalam Ismail Rumadan, 2007:47-48) : 
 
 
a. Pengertian secara praktis 
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, 
kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan. 
 
b. Pengertian secara religius 




c. Pengertian secara yuridis 
Di sini dimaksudkan kejahatan dilihat dari hukum pidana adalah setiap 
perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk 
melindungi masyarakat dan diancam pidana oleh Negara. 
 
Selanjutnya Kejahatan dapat dibagi atas 4 pendapat, yaitu menurut 
pengertian Yuridis, Sosiologis, Fenomenologis dan Gabungan yuridis 
sosiologis sebagai berikut (Ismail Rumadan, 49-53) : 
a. Pengertian Yuridis 
Pendapat ini mengatakan definisi tersendiri dari kejahatan tidak 
perlu diadakan, cukup dikatakan kejahatan adalah semua tindakan yang 
ditentukan sebagai kejahatan dalam peraturan hukum pidana.  
 
Menurut pengertian yuridis kejahatan adalah tindakan yang 
mengandung dua unsur pokok, yaitu : 
1) Kesalahan (sengaja atau lalai) 
2) Melawan hukum 
 
 
Kejahatan dalam arti yuridis dapat ditinjau dari pelaku, yaitu : 
1) Dari segi pelaku, bahwa tindakan itu dapat dipertanggung jawabkan 
kepadanya. 
2) Dari segi masyarakat, bahwa tindakan tersebut oleh masyarakat telah 
ditentukan sebagai tindakan yang melawan hukum. 
 
b. Pengertian Sosiologis 
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Seorang Italia bernama Garfalo, menyatakan bahwa kejahatan 
adalah “Le Delict Natural” yang artinya suatu delik yang alamiah umum. 
Garfalo juga menyatakan bahwa kejahatan tidak lain merupakan perkosaan 
terhadap kasih sayang. Pendapat Garfalo itu banyak ditolak oleh para 
sarjana dengan alasan, kejahatan bukanlah perbuatan yang alamiah, umum 
maupun lumrah, melainkan suatu tindakan yang khusus. Meskipun 
pendapatnya banyak ditentang oleh hampir semua sarjana, namun menurut 
Van Bemmelen, Garfalo berhasil menunjukkan sifat-sifat khusus yang 
pokok dari kejahatan, yaitu : 
1) Merugikan 
2) Melanggar kesusilaan 
 
c. Fenomenologis 
Menurut pendapat ini perumusan dari kejahatan tidak perlu 
dihiraukan, karena pengertian kejahatan dalam fenomenologis ini hanya 
menyelidiki peristiwa tindakan demi tindakan. Sehingga tidak diperlukan 
adanya definisi. Jika telah diketahui tindakan apa yang merupakan 
kejahatan, maka dari gejala-gejala itu dapat diketahui hakikatnya dan dari 
hakikat itu dapat ditemui hakikat kejahatan.   
 
d. Gabungan Yuridis-Sosiologis 
Menurut Van Bammelen, aspek sosiologisnya dapat diambil dari 
Garfalo bahwa kejahatan mangandung dua unsur pokok, yaitu merugikan 
dan melanggar kesusilaan. Merugikan adalah semua tindakan yang 
mengganggu keseimbangan keadaan antara kebutuhan dengan 
kemungkinan-kemungkinan pemuasan (istilah ekonomi), misanya bahan 
makanan beras sebagai alat pemuas, jika beras tidak ada karena diganggu 
tentu akan merugikan.  
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Sedangkan pengertian mengganggu meliputi : 
1) Mengganggu alat pemuasan 
2) Mengganggu kebutuhan, misalnya membakar padi, mengadakan 
kebutuhan baru seperti berjudi, mandi uap. 
 
Melanggar kesusilaan, misalnya yang dikemukakan oleh 
Heymans dalam (Ismail Rumadan,  2007: 52) : 
1) Memberi nilai yang berbeda dari keadaan yang sama. 
2) Mementingkan yang lebih kecil daripada kepentingan yang lebih 
besar. 
Van Bammelen menyatakan kejahatan adalah setiap tindakan 
yang merugikan dan melanggar kesusilaan yang dapat menimbulkan 
keresahan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap kejahatan 
patut dicela dan dilawan dengan menentukan hukuman.  
 
Jadi kejahatan menurut aliran Yuridis-Sosiologis mempunyai 
sifat yang khusus sebagai berikut : 
1) Aspek sosiologis : Merugikan. 
2) Aspek yuridis : Melanggar kesusilaan. 
3) Patut dihukum. 
 
Kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau 
tindakan yang jahat seperti lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan 
yang jahat yaitu pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain yang 
dilakukan oleh manusia. Kejahatan atau tindak kriminil merupakan salah satu 
bentuk dari “perilaku menyimpang” (Saparinah Sadli, 1976:56), yang selalu 
ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi 
dari kejahatan. Saparinah Sadli mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang 
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itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma 
sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, yang dapat 
menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial 
dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban 
sosial (Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi, Muladi, 1998:148).  
Selain itu, kejahatan juga merupakan bentuk perilaku yang 
dirumuskan secara sosial dan menurut hukum, yang dipelajari ilmu kriminologi 
dari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio-yuridik bentuk perilaku 
kejahatan.  Sehubungan dengan hal ini sering kali dikemukakan bahwa 
“kejahatan adalah hasil reaksi sosial” sungguhpun demikian perlu diketahui 
bahwa kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan suatu kesatuan yang 
mempunyai hubungan satu sama lain. Adapun reaksi sosial dapat pula dilihat 
sebagai usaha untuk mencapai tata tertib sosial. Bentuk reaksi sosial ini akan 
semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan 
meningkat secara kuantitas dan kualitas.  
Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering dilansir 
banyak media adalah kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan berasal dari kata 
“jahat” dan “jalan”, Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi jahat 
adalah sangat jelek; buruk; sangat tidak baik (mengenai kelakukan, tabiat) dan 
apabila perbuatannya maka disebut sebagai kejahatan. Definisi jalan adalah 
perlintasan; tempat yang digunakan untuk lalu lintas orang (kendaraan, dan 
sebagainya). Sedangkan definisi dari kejahatan jalanan ini sendiri, menurut 
para ahli bahasa belum ditentukan secara lugas dan jelas. Kepala Divisi Humas 
Mabes Polri Irjen Polisi Abu Bakar Nataprawira menyatakan bahwa kejahatan 
jalanan adalah kejahatan yang terjadi di jalanan, yang dilakukan di jalanan dan 
kejahatan yang berawal di jalanan, antara lain perampokan di jalan, 
penjambretan, pemerasan, pencurian dan kejahatan para preman. Kemudian 
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menurut sepengetahuan penulis, yang dimaksud kejahatan jalanan adalah 
segala perilaku yang dilakukan di sepanjang jalan tempat untuk lalu lintas 
orang (kendaraan, dan lain sebagainya) yang bertentangan dengan nilai dan 
norma yang berlaku dan telah disahkan menjadi hukum tertulis.  
3. Fungsi Hukum Kaitannya dengan Penanggulangan Kejahatan  
Banyak aspek yang harus disertakan dalam melakukan 
penanggulangan kejahatan, salah satunya adalah fungsi hukum. Fungsi Hukum 
berdasarkan pendapat para ahli hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut :  
 
 
Menurut Sjachran Basah (Krisnajadi dalam Wasis SP., 2002:24), 
fungsi hukum yaitu:  
1) Memelihara ketertiban dan kepastian hukum; 
2) Pembagian hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat; 
3) Distributor kewenangan untuk pengambilan keputusan dalam persoalan 
public atau secondary rules menurut paham Mart; dan 
4) Penyelesaian atas perselisihan-perselisihan. 
EA. Goebel menyebutkan, bahwa terdapat 4 (empat) fungsi dasar dari 
hukum di dalam masyarakat (Rony Hanitijo Soemitro dalam Wasis SP., 
1998:24), yaitu: 
1) Menetapkan pola hubungan diantara anggota-anggota masyarakat dengan 
cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang diperbolehkan dan 
dilarang; 
2) Menentukan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh 
melaksanakan pelaksanaan (penegak hukum), siapa yang harus 
menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil; 
3) Menyelesaikan sengketa; 
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4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 
kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali 
hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. 
Sedangkan seorang sosiolog Talcott Parson, memandang bahwa 
fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu melakukan integratif, 
mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan 
masyarakat (Rony Hanitiyo dalam Wasis SP., 2002:25). 
Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi hukum tidak lagi hanya 
sebatas menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat semata, namun telah 
meluas yaitu untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan 
bangsa (welfare state). Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh 
Roscou Pound, seorang filsafat hukum Amerika yang menyatakan bahwa 
hukum adalah “law as a tool of social engineering”, yaitu dengan 
menggunakan hukum sebagai alat, maka perubahan-perubahan dalam 
masyarakat dapat dilakukan untuk mencapai suatu masyarakat yang sejahtera 
(Roscou Pound, 1989:51).  
Dalam era modern sekarang ini peranan hukum nampak dalam 
fungsinya sebagai social control dan social engineering (Satjipto Rahardjo, 
2000:38).  
1) Social Control  
Social Control (kontrol sosial) adalah fungsi hukum untuk 
mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa 
yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. Termasuk dalam kontrol sosial ini ialah : 
a) Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan 
maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. 
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b) Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. 
c) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal 
terjadi perubahan-perubahan sosial. 
2) Social Engineering 
a) Social Engineering (rekayasa sosial) adalah penggunaan hukum 
secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan sosial 
sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat hukum. 
b) Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih bersifat praktis yaitu 
untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari 
hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku 
masyarakat dimasa yang akan datang sesuai dengan keinginan 
pembuat peraturan (Satjipto Rahardjo, 2000:38).  
Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan, fungsi hukum 
ditempatkan sebagai suatu acuan atau pedoman yang dapat berinteraksi dengan 
acuan atau pedoman yang lain. Hal ini dikarenakan penanggulangan kejahatan 
tidak cukup melalui sarana hukum saja, tetapi juga dengan usaha-usaha yang 
bersifat kebijakan sosial seperti membuka lapangan kerja, perbaikan moral, 
perbaikan pendidikan masyarakat serta perbaikan lingkungan. Karena pada 
dasarnya, tujuan penghukuman pidana atas kejahatan tidak hanya untuk 
menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan dan siksaan 
sebagai pembalasan. Sutherland mengemukakan manfaat praktis dari 
kriminologi untuk menekan dan mengurangi jumlah kejahatan. Itulah sebabnya 
politik kriminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong kearah 
rehabilitasi narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya 
kejahatan dengan usaha pendidikan dan pergaulan tradisionil (kekeluargaan) 
yang bernilai (E.H. Sutherland dalam Soedjono, 1983:39).  
 xliv 
Uraian Sutherland tentang metode prevensi kejahatan yang intinya 
menunjukkan usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus 
meliputi reformasi bagi perbaikan ex-penjahat (nara-pidana) dan pencegahan 
adanya penjahat baru. Kedua metode tersebut menurut Sutherland penting 
sekali karena kita tahu bahwa kejahatan tidak dapat dilenyapkan sama sekali, 
hanya bisa dikurangi dan untuk penanggulangannya sudah diterima oleh kita 
bersama azas yang menyatakan bahwa “mencegah adalah lebih baik dari pada 
menyembuhkan” (E.H. Sutherland dalam Soedjono, 1983:63). 
Menurut G.B. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arif, upaya 
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan (G.B. Hoefnagels dalam 
Barda Nawawi Arief, 1996: 56): 
1) Penerapan hukum pidana (criminal law application), 
2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan  
3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and 
punishment/mass media). 
Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non 
penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di 
atas, upaya-upaya yang disebut butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam 
kelompok upaya “non penal” (G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, 
1996:48-49).  
Hal ini dapat dibedakan, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur 
“penal” lebih menitik beratkan pada sifat “represif” (penindasan, 
pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur ”non 
penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan 
penangkalan pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya 
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penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan 
pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani 
faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (Barda Nawawi Arief, 
1996:49). 
Menurut Soedjono Dirjosisworo, diungkapkan adanya dua konsep 
penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut (Soedjono Dirdjosisworo, 
1989: 27) :  
1) Upaya penanggulangan yang bersifat penal (represif), yaitu suatu upaya 
penanggulangan bersifat menekan, mengekang, menahan atau menindas 
yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok organisasi, maupun 
instansi, yang berwenang sesuai dengan peraturan yang ada secara tegas 
dan tuntas terhadap suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya 
gejala-gejala alam, maupun gejala-gejala sosial yang cenderung merugikan 
masyarakat.  
2) Upaya penanggulangan yang bersifat non penal (preventif), yaitu suatu 
proses, perbuatan atau cara menanggulangi dengan mencegah (supaya 
jangan terjadi) suatu permasalahan kejadian yang ditimbulkan oleh adanya 
gejala-gejala alam maupun gejala-gejala sosial yang merugikan 
masyarakat yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, organisasi, 
maupun instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang ada 
sebelum pada saat permasalahan atau kejadian itu sedang berlangsung. 
Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker dalam Barda Nawawi 
Arief, mengingatkan adanya prinsip-prinsip keterbatasan (the limiting 
principles) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain (Nigel Walker  
dalam Barda Nawawi Arif, 1998: 48) : 
1) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan. 
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2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang 
tidak merugikan / membahayakan. 
3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang 
dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih 
ringan. 
4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian / bahaya yang 
timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian / bahaya dari perbuatan / 
tindak pidana itu sendiri. 
5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih 
berbahaya dari pada perbuatan yang hendak dicegah. 
6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat 
dukungan kuat dari publik. 
Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela dikutip  Barda 
Nawawi Arief, antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi 
mengenai “Crime trends and prevention strategies” (Barda Nawawi Arief, 
1996:50):  
1) The crime problem impedes progress towards the attainment of an 
acceptable quality of life for all people; 
2) Crime prevention strategies should be based upon the elimination of 
causes and condition giving rise to crime; 
3) The main causes of crime in many countries are social in equality, racial 
and national discrimination, low standard of living, unemployment and 
illiteracy among broad section of the population. 
Dalam terjemahan bebasnya diartikan bahwa : 
1) Masalah kejahatan menghalangi perkembangan pencapaian kualitas hidup 
yang layak / pantas bagi seluruh masyarakat.  
2) Strategi pencegahan kejahatan seharusnya berdasarkan pada penghapusan 
sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan peningkatan 
kejahatan. 
3) Penyebab utama dari kejahatan pada banyak Negara adalah  ketimpangan 
sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang 
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rendah, pengangguran, dan kebuta-hurufan (kebodohan) diantara golongan 
besar penduduk.  
Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam resolusi itu 
dinyatakan antara lain : “call upon all states members of the United Nation to 
take every measure in their power to eliminate the conditions of life which 
detract from human dignity ang lead to crime, including unemployment, 
poverty, illiteracy, racial and national discrimination and various forms of 
social inequality” (Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela 
dalam Barda Nawawi Arief, 1996:50), yang artinya, menghimbau semua 
anggota PBB untuk mengambil tindakan berdasarkan kewenangannya 
menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat 
kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, meliputi masalah pengangguran, 
kemiskinan, kebuta-hurufan (kebodohan), diskriminasi rasial, dan nasional 
serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial lainnya.  
Pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir yang 
bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar 
muncul atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada 
tingkat minimal (yang masih dapat ditolerir masyarakat) sehingga dapat 
menghindari intervensi polisi. Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha 
untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal sehingga dapat 
menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat 
kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat 
dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun 
kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan 
pencegahan kejahatan tersebut (M. Kemal Dermawan, 1994: 11).  
Pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, 
baik dalam lingkup intern polri maupun dalam lingkup yang melibatkan 
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komponen lain diluar polri dan tujuan penanggulangan kriminalitas secara 
terpadu ini yang dimaksud adalah:  
1) Adanya suasana masyarakat bebas dari gangguan fisik ataupun psikis; 
2) Adanya suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan 
serta rasa kepastian dan ketaatan hukum; 
3) Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari 
segala macam bahaya; 
4) Adanya suasana kedamaian dan ketentraman lahiriah (Mabes Polri, 
1983:12). 
Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif Polri dan 
aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat bertujuan 
untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Hal 
senada juga diungkapkan Bohannan dalam Kumpulan karangan yang disusun 
T.O. Ihromi bahwa “ bila situasi hukum telah tercipta yang dimulai dengan 
suatu pelanggaran terhadap hukum, namun besar manfaatnya bila seorang 
anggota polisi mengarahkan perhatian pada hal-hal yang akan mengurangi 
situasi-situasi pelanggaran atau lebih memaksimalkan usaha preventif” (T.O. 
Ihromi, 2000:25). Tugas preventif itu akan lebih baik ditangani bila dia 
mengerti bagaimana latar belakang budaya dari suatu masyarakat setempat, 
kira-kira bagaimana pedoman-pedoman yang berlaku diantara mereka, 
bagaimana hukum adat yang berlaku, bagaimana peranan pemimpin-pemimpin 
informal dalam proses pengendalian sosial. 
Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan 
pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara dini (early detection 
and early warning) pada lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja. 
Sedangkan usaha lain yang bersifat represif. Polri dengan aparat penegak 
hukum lain mengadakan usaha secara tuntas terhadap setiap kejahatan yang 
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pada hakekatnya bertujuan menimbulkan “deferent effect” yang efektif 
(tindakan represif untuk preventif) (Soerjono Soekanto, 1988:26-27).  
Berkaitan dengan adanya pemikiran bahwa pencegahan kejahatan 
haruslah lebih bersifat teoritis-praktis, beberapa ahli memutuskan untuk 
membagi pencegahan kejahatan kedalam 3 (tiga) pendekatan sebagai berikut: 
1) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, disebut sebagai “social 
crime prevention”. Segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar 
penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan 
pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah populasi umum 
(masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus 
mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran. 
2) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional, disebut sebagai 
“situasional crime prevention”. Perhatian utamanya adalah mengurangi 
kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran. 
3) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, disebut 
sebagai “Community crime prevention”. Segala langkahnya ditujukan 
untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan 
dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol 
sosial informal (M. Kemal Dermawan, 1994:16-17).  
 
Menurut Muladi, tipologi pencegahan lain yang dapat dirumuskan 
adalah sebagai berikut (Muladi, 1996: 3): 
1) Pencegahan Individual (individual prevention). Bentuknya antara lain 
sistem alarm kendaraan, alarm rumah, pengawal pribadi dan sebagainya. 
2) Pencegahan Masyarakat (social prevention) yang dapat berupa 
siskampling, siskamtibnas swakarsa sebagaimana dikembangkan oleh 
Polri dan lain-lain.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa polisi tidak akan 
dapat menanggulangi kejahatan sendirian secara efektif tanpa keterlibatan 
masyarakat. Kerjasama  dan peran serta masyarakat nampak berarti bagi 
penanggulangan kejahatan-kejahatan di lingkungan perumahan. Dengan 
adanya kegiatan siskamling oleh masyarakat akan dapat mendorong atau 
memperkuat kohesi sosial yang penting artinya bagi usaha-usaha pencegahan 
dan penanggulangan kajahatan.  
4. Peran Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam 
Penanggulangan Kejahatan 
Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Undang-
Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). 
Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia  No. 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditentukan 
bahwa Kepolisian RI merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri.  
Berdasarkan pengertian di atas, kepolisian berkedudukan di bawah 
Presiden yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Presiden baik di bidang fungsi kepolisian preventif 
maupun represif yustisial. 
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Kepolisian sebagai pejabat Negara, mempunyai beberapa tugas dan 
kewenangan. Menurut Satjipto Raharjo tugas dan wewenang Kepolisian 
Republik Indonesia itu meliputi (Satjipto Rahardjo, 1980:97) : 
1) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
2) memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk member 
perlindungan dan pertolongan;  
3) memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;  
4) mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat; 
5) mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-
peraturan Negara.  
Selain itu menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tugas dan peranan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dilihat dari berbagai aspek penegak 
hukum meliputi (Barda Nawawi Arief, 1998:5-6) :  
1) Aspek kepercayaan;  
2) Aspek penegakan hukum secara materiil;  
3) Aspek sasaran perlindungan masyarakat;  
4) Aspek penegakan hukum non penal.  
Menurut Gerson W. Bawengan, membagi tugas polisi yaitu sebagai 
berikut (Gerson W. Bawengan, 1997:124) :  
1) Tugas Preventif, berupa patrol-patroli yang dilakukan secara terarah dan 
teratur, mengadakan Tanya jawab dengan orang yang lewat, termasuk 
usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara 
ketertiban dan menjamin keamanan umum;  
2) Tugas Represif, dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan 
pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali 
barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian 
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diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke 
Pengadilan.  
Menurut M. Faal, tugas-tugas Polisi secara preventif meliputi 
mencegah, mengatur, atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, 
kegiatan, pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, 
kedamaian, ketenangan/ketentraman, kesehatan umum masyarakat. Usaha-
usaha atau kegiatan-kegiatan itu bisa berupa patroli, penyuluhan, penerangan-
penerangan pendidikan, melakukan bantuan atau pertolongan dan sebagainya 
yang apabila dikaitkan dengan perundang-undangan sering disebut sebagai 
pengayom, pelindung, pembimbing, dan pelayan masyarakat. Pada dasarnya 
tugas preventif kepolisian ini melakukan tugas-tugas umum kepolisian yang 
luas sekali. Sedangkan tugas represif adalah tugas-tugas kepolisian yang 
bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk diproses sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tugas yang diemban 
kepolisian sangat berat. Rangkaian tugas-tugas polisi yang demikian berat itu 
tentunya perlu didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang memadai. 
Selain itu, dukungan masyarakat untuk membantu tugas-tugas Kepolisian 
merupakan sesuatu yang mutlak. Impian masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan yang terbaik dari aparat kepolisian harus diimbangi dengan 
kesadaran untuk secara terus-menerus menbantu tugas-tugas kepolisian.  
Leonard Broon dan Philips Selzniek dalam Soerjono Soekanto, 
menyatakan bahwa sesungguhnya bekerjanya kepolisian dalam masyarakat 
tidak hanya menegakkan hukum semata-mata, tetapi juga mempunyai fungsi 
sosial sebagai berikut (Leonard Broon dan Philips Selzniek dalam Soerjono 
Soekanto, 1988:52): 
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1) Maintaining Public Order (memelihara dan mempertahankan ketertiban 
masyarakat). 
2) Upholding Rights and duties (membela hak-hak dan kewajiban-
kewajiban). 
3) Fasilitating Cooperative Action (memudahkan kerja sama). 
4) Conferring Legitimacy (memberikan legitimasi). 
5) Communicating moral standard (mengkomunikasikan patokan-patokan 
moral). 
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B. Kerangka Berpikir 
Pelaksanaan Zero Street Crime sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan 














Beradasarkan bagan atau skema di atas, maka penanggulangan kejahatan  
dilakukan karena  semakin banyaknya kasus-kasus kejahatan di tingkat nasional, 
regional maupun tingkat lokal. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus 
kejahatan yang dapat diketahui melalui media cetak maupun elektronik.  
Peningkatan kejahatan tersebut diduga sebagai akibat dari kondisi sosial ekonomi 
Negara yang tidak stabil akibat krisis global, jumlah penduduk yang semakin 
bertambah yang tidak disertai dengan jumlah lapangan kerja yang memadai, 
peningkatan teknologi yang tidak diikuti dengan peningkatan moral, yang 
















apa saja ? 
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Di wilayah kota Kediri terdapat suatu kebijakan yang diambil oleh Kapolwil 
Kediri untuk dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Kediri yang bertujuan 
menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini disebut dengan Zero Street Crime (ZSC).  
Program ZSC ini bertujuan untuk menekan dan menanggulangi angka 
kejahatan, khususnya kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Kediri. Kegiatan ZSC 
meliputi pemberantasan kejahatan dengan melakukan patroli di sejumlah tempat 
yang disinyalir sering terjadi tindak kejahatan,  kemudian mensosialisasikan ZSC 
dengan melakukan pamasangan spanduk-spanduk yang banyak terpampang di 
sejumlah pos-pos polisi, kantor polisi, perempatan jalan, di mobil patroli polisi, 
serta di tempat strategis lainnya. Spanduk-spanduk tersebut berisikan ajakan untuk 
ikut serta dalam mewujudkan ZSC di Kota Kediri, dan lain sebagainya.   
Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena pertama, sepengetahuan 
peneliti belum ada penelitian terhadap masalah ini yang telah  dilakukan, kedua 
karena belum ada kota lain yang melaksanakan program ini untuk penanggulangan 
kejahatan sehingga bagaimana dan sejauh mana pelaksanaannya menarik untuk 
diteliti. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana para aparat 
penegak hukum, khususnya kepolisian kota Kediri dalam melaksanakan program 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian  
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
a. Kota Kediri 
1) Sejarah 
a) Zaman Kuno 
Kediri merupakan daerah yang memiliki sejarah masa lalu 
yang gemilang . Bahkan Kediri di masa lalu adalah daerah penting 
dalam konstelasi nusantara karena menjadi salah satu pusat di antara 
kerajaan-kerajaan nusantara masa itu. Kediri juga menjadi salah satu 
daerah yang menjadi saksi bagi kebangkitan dan kehancuran kerajaan-
kerajaan di nusantara yang memang silih berganti timbul tenggelam 
mewarnai lembaran sejarah kehidupan banga besar nusantara ini. 
Khusus bagi Jawa Timur, Kediri di masa-masa silam merupakan daerah 
yang bisa dikatakan cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan besar 
sekaligus menjadi payung bagi daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan 
kecil lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya Prasasti  Harinjing yang 
ditulis dalam bahasa Sansekerta dengan huruf kawi (Jawa Kuno) pada 
729 saka (840 M) di Desa Sukabumi, Kec. Kepung Kab. Kediri.  
 
b) Zaman Penjajahan 
(1) Masa Penjajahan Belanda  
Pada saat penjajajahan Belanda, berdasarkan Staatblad ( 
Undang-Undang Kenegaraan Belanda ) No. 148 tertanggal 1 Maret 
1906 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1906, di Kediri dibentuk 
44 
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Gemeente Kediri sebagai tempat kedudukan Resident Kediri. Sifat 
Pemerintahan di Kediri tersebut oleh Belanda diberikan kewenangan 
otonomi terbatas dan sudah mempunyai Gemeente Raad sebanyak 
13 orang, yang terdiri dari 8 orang golongan Eropa dan yang 
disamakan, 4 orang Pribumi ( inlander ) dan 1 orang Bangsa Timur 
Asing. Berdasarkan Staatsblad No. 173 tertanggal 13 Maret 1906, 
bangsa Belanda menetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 
dalam satu tahun.  
Tanggal 1 Nopember 1928, berdasarkan Staatsblad no. 
498 status Kediri menjadi Zelfstandig Gemeenteschap dan mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 1928, yaitu daerah yang memiliki 
Otonom Penuh. Meskipun telah dibentuk “Dependen Gemeente 
Kediri” Pemerintah dalam negeri atau de Algemene Bestuursroering 
tidak dipegang oleh Gemeente Kediri tetapi dipegang oleh Het 
Inlandeche Bestuur yang dipimpin oleh Regent Ven Kediri (Bupati), 
wewenang Gemeente Bestuur hanya meliputi pengurus got-got 
dalam kota, pungutan karcis pasar, pemeliharaan jalan kota dan 
pungutan peneng sepeda. Pemerintahan umum dipegang oleh 
Assisten Wedono dan Bupati, jadi tidak ada hubungan hirarkis di 
dalam pemerintahan umum dengan Bestuur. Yang terjadi hanya 
merupakan hubungan kerja dan kepamongprajaan yang saat itu 
dipegang oleh Bupati Kediri. 
 
(2) Masa Penjajahan Jepang  
Kota Kediri mengalami perubahan pemerintahan setelah 
Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 10 Maret 1942. Pada 
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masa penjajahan Jepang, wilayah kerja Kediri diperluas menjadi 
Kediri Shi atau Kediri Kota yang dikepalai oleh Shico. Kediri Shi 
terdiri dari 3 Son (kecamatan) dan dikepalai oleh Shonco Son 
(Camat) yang terdiri dari beberapa Ku (desa), dimana tiap Ku 
dikepalai oleh seorang Kucho (kepala desa) Pemerintahan Kediri Shi 
dipimpin oleh seorang Shico (walikotamadya), dimana kekeuasaanya 
tidak saja menjalankan pemerintah otonomi tetapi juga menjalankan 
Algemeen Bestuur tidak didampingi oleh DPRD, karena wewenang 
penuh berada ditangan Kediri Sicho.  
c) Zaman Kemerdekaan  
Peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 
tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, membuat Jepang bertekuk lutut di 
hadapan tentara sekutu pada tanggal 14 agustus 1945. Bangsa Indonesia 
kemudian mengambil kesempatan itu untuk memproklamasikan 
Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah 
proklamasi, di Kediri muncul Syodancho yaitu Mayor Bismo bersama-
sama dengan tokoh gerakan pemuda bertekad mengambil alih 
kekuasaan dari tangan Jepang. Massa rakyat dengan pimpinan Mayor 
Bismo menyerang Markas Ken PE Tai (Jl. Brawijaya No. 27), yang 
diakhiri melalui perundingan dengan hasil jepang menurunkan 
benderanya dan diganti dengan bendera Merah Putih bangsa Indonesia 
Demikian sekilas perebutan kekuasaan dari bangsa Jepang di 
Kediri. Habislah sejarah pemerintahan Jepang di Kediri, maka 
pemerintah beralih kepada RI. Mula-mula Walikota didampingi oleh 
Komite Nasional Kotamadya, kemudian daerah berkembang sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku.  
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Adapun urut-urutan perundang-undangan sampai Kediri 
menjadi Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :  
(1) UU RI No. 22 Tahun 1948 tentang Prinsip Daerah Otonomi 
(2) UU RI No. 1 Tahun 1957 tentang : 
(a) Bentuk Pemerintahan Daerah Kota Praja 
(b) Daerah Swantantra Tingkat II 
(3) Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1963 tanggal 25 September 1963 
tentang Penghapusan Kawedanan dan Karesidenan 
(4) UU No. 18 tahun 1965 tentang : 
(a) Daerah Otonomi 
(b) Sebutan menjadi Kotamadya dengan SK 42 tanggal 26 Mei 
1966 mengubah Kota Praja menjadi Kotamadya 
(5) UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah 
(6) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
Di dalamnya terdapat perubahan penyebutan Kotamadya 
menjadi Kota, maka penyebutan Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Kediri berubah menjadi Pemerintah Kota Kediri. Hingga 
sekarang Kota Kediri telah mengalami 9 (sembilan) kali pergantian 
kepemimpinan di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Dari 
pemimpin yang pertama hingga periode kepemimpinan Drs. H. 
Maschut (1999-Sekarang), Kota Kediri mengalami berbagai banyak hal 
kemajuan dalam pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik 
maupun pembangunan yang non fisik. Keindahan kota Kediri semakin 
terlihat setelah kota Kediri mencanangkan slogan Kediri BERSEMI. 
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Berbagai prestasi di raih dan diperoleh, tidak terkecuali dalam bidang 
olah raga yang mulai bangkit dengan melajunya PERSIK ke divisi I 
Liga Indonesia. Sehingga tidak terlalu muluk apabila Kota Kediri 
memang mewarisi kebesaran Kerajaan Kediri.  
 
2) Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintah 
Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di 
wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Secara geografis , Kota 
Kediri terletak di antara 111,05 derajat -  112,03 derajat Bujur Timur 
dan 7,45 derajat - 7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 
Km2. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-
rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0 - 40% 
Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh 
sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran 
rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. 
Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai 
yaitu Kec. Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan 
lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung 
Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m). 
Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah wilayah 
Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut:  
a) Sebelah Utara  : Kec. Gampengrejo dan Kec. Grogol, Kab. 
   Kediri 
b) Sebelah Selatan  : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih, Kab. 
   Kediri 
c) Sebelah Timur  : Kec. Wates dan Kec. Gurah, Kab. Kediri  
d) Sebelah Barat  : Kec. Grogol dan Kec. Semen, Kab. Kediri 
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Wilayah Kota Kediri, secara administratif terbagi menjadi 3 
wilayah kecamatan, yaitu : 
a) Kecamatan Kota, dengan luas wilayah 14,900 Km2 terdiri dari 17 
Kelurahan. 
b) Kecamatan Pesantren, dengan luas wilayah 23,903 Km2 tediri dari 
15 Kelurahan. 
c) Kecamatan Mojoroto, dengan luas wilayah 24,601 Km2 tediri dari 
14 Kelurahan. 
3) Demografi 
Berdasarkan situs Pemerintah Kota Kediri, jumlah penduduk 
Kota Kediri pada tahun 2007 telah mencapai 248.751 jiwa, kemudian 
bertambah 7.621 jiwa dibandingkan dengan tahun 2006. Perkembangan 
penduduk Kota Kediri tahun 2007 dibanding tahun 2006 adalah sebesar 
3,16 persen, dimana perkembangan penduduk laki-laki relatif lebih 
besar dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 3,48 persen untuk laki-
laki dan 2,84 persen untuk perempuan. Perkembangan penduduk 
periode 2006-2007 lebih besar jika dibandingkan dengan periode 2005-
2006 yang mencapai 3,15 persen. 
Meskipun persentase perkembangan penduduk laki-laki lebih 
besar dibandingkan dengan penduduk perempuan, akan tetapi jumlah 
penduduk laki-laki di Kota Kediri masih lebih kecil dibandingkan 
dengan penduduk perempuan. Hal ini dapat diketahui dari angka Sex 
ratio, yaitu ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap 
perempuan dikali 100. Angka Sex Ratio penduduk Kota Kediri pada 
tahun 2007 mencapai 97,30 persen. Hasil ini sedikit lebih tinggi 
dibandingkan kondisi tiga tahun lalu, yaitu pada tahun 2006 mencapai 
96,70 persen dan tahun 2005 sebesar 96,78 persen.  
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Tingkat Kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2007 
mengalami pertambahan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
yaitu mencapai 3.923 jiwa/Km2. Sedangkan tahun 2006 mencapai 
3.803 jiwa/Km2. Apabila dirinci menurut kecamatan, maka kecamatan 
Kota mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi 
dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya, yaitu mencapai 5.659 
jiwa/Km2. Sedangkan kecamatan Mojoroto mencapai 3.76/4/200981 
jiwa/Km2 dan kecamatan Pesantren mencapai 3.508 jiwa/Km2 
 
b. Kepolisian Resort Kota Kediri 
1) Struktur Organisasi 
Kepolisian Resort Kota Kediri dipimpin oleh seorang Kepala 
Kepolisian Resort Kota Kediri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar 
Polisi (AKBP), dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Resort 
Kota Kediri yang berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).  
Kepolisian Resort Kota Kediri membawahi 3 Kapolsekta, 
diantaranya yaitu Kapolsekta Mojoroto, Kapolsekta Kediri dan 
Kapolsekta Pesantren yang masing dipimpin oleh seorang Kepala 
Kepolisian Sektor Kota yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) 
dan seorang Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kota yang berpangkat 
Inspektur Satu (IPTU).  
 
Kepolisian Resort Kota Kediri memiliki 3 Kabag, yaitu Kabag 
Operasional (Ops), Kabag Binamitra, Kabag Min yang masing-masing 
tugasnya sebagai berikut : 
a) Kabag Ops 
 lxiii 
Merupakan Kepala bagian Operasional yang bertugas dalam 
penyelenggaraan operasi-operasi yang digelar oleh Kepolisian 
Resort Kota Kediri. 
b) Kabag Binamitra 
Merupakan Kepala bagian Binamitra yang bertugas dalam 
hubungan kerjasama dengan pihak lain di luar kepolisian, seperti 
memberikan penyuluhan ataupun pengarahan, menggiatkan 
gerakan siskamling serta menjalin hubungan polisi dengan 
masyarakat. 
c) Kabag Min 
Merupakan Kepala bagian Administrasi yang bertugas dalam hal 
administrasi anggota kepolisian yang akan menikah, untuk mencari 
Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK), mengurusi surat-surat 
kepolisian dan lain sebagainya. 
 
 
Kepolsian Resort Kota Kediri memiliki 5 Kasat, yaitu Kasat 
Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Reskoba, Kasat Samapta, dan Kasat 
Lantas yang dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Unit 
(Kanit) sebagai berikut : 
a) Kasat Intelkam 
Merupakan Kepala Intelkam yang membawahi intel untuk deteksi 
dini, misalnya apabila akan mengadakan unjuk rasa harus dengan 
surat ijin kepolisian.  
b) Kasat Reskrim 
Merupakan Kepala Reserse Kriminal yang bertugas menangani 
tindak kriminal, melakukan penangkapan, melakukan tembak di 
tempat dan lain sebagainya yang kesemuanya meliputi kegiatan 
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penyelidikan, penyidikan sampai penahanan. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Kasat Reskrim dibantu oleh Kaur Bin Ops dan Kepala 
Unit Penyidikan (Kanit Idik). 
c) Kasat Reskoba 
Merupakan Kepala Reserse bagian Narkoba yang bertugas khusus 
menangani masalah Narkotika dan psikotropika. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Kasat Reskoba dibantu oleh Kepala 
Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) dan Kepala Unit 
Pembinaan dan Penyuluhan (Kanit Binluh). 
d) Kasat Samapta 
Merupakan Kepala Samapta yang berwenang membawahi 
kesatuan-kesatuan Samapta yang bertugas Turjawali, yaitu 
pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Kasat Samapta dibantu oleh Kepala 
Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) dan Kepala Unit 
Patroli (Kanit Patroli). 
e) Kasat Lantas 
Merupakan Kepala Lalu Lintas yang berkedudukan paling tinggi 
dalam urusan lalul lintas di Kepolisian Resort Kota Kediri. Dalam 
melaksanakan tugasnya Kasat Lantas, dibantu oleh Kepala Urusan 
Administrasi Operasional (Kaur Min Ops), Kepala Unit Pendidikan 
dan Rekayasa (Kanit Dikyasa), Kepala Unit Patroli (Kanit Patroli), 
Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident) dan 
Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka). 
  
Selain kesatuan-kesatuan di atas, Kepolisian Kota Kediri 
dibantu oleh Kaur Telematika, Ka Urkes, Kanit P3D, Ka Taud, Ka SPK 
serta Bensat, yaitu sebagai berikut : 
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a) Kaur Telematika 
Merupakan Kepala Urusan Telematika yang bertugas mengurusi 
telegram yang masuk ke kepolisian. 
b) Ka Urkes 
Merupakan Kepala Urusan Kesehatan yang bertugas menangani 
anggota polri yang sakit ringan, melakukan pemeriksaan kondisi 
kesehatan untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM).  
c) Kanit P3D 
Merupakan Kepala Unit Penegak Disiplin yang bertugas menindak 
anggota kepolisian yang kedapatan melanggar.  
 
 
d) Ka Taud 
Merupakan Kepala Tata Urusan Dalam yang bertugas dalam hal 
surat-menyurat di Kepolisian Resort Kota Kediri. 
e) Ka SPK  
Merupakan Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian yang bertugas 
menampung pengaduan-pengaduan dari masyarakat untuk ditindak 
lanjuti secara langsung, misalnya mengenai kehilangan SIM, 
STNK maka akan diberikan surat keterangan kehilangan oleh 
bagian ini.  
f) Bensat 
Merupakan Bendahara Satuan Kerja yang bertugas mengurusi 
anggaran-anggaran keuangan, baik yang digunakan untuk anggaran 
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2) Kewenangan 
Bahwa kewenangan Kepolisian Resort Kota Kediri tidak 
berbeda dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
pada umumnya. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lapangan, maka 
kewenangan masing-masing Kesatuan Polri dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 
a) Intelijen Keamanan (Intelkam)  
Sebagai salah satu pengemban fungsi teknis Kepolisian, 
Intelkam berwenang menyelenggarakan kegiatan operasional 
Intelijen Kemanan Polri untuk mendukung dan mengamankan semua 
kebijaksanaan yang akan/telah digariskan Pimpinan Polri baik dari 
pusat maupun di daerah dalam rangka memelihara dan mewujudkan 
Kamtibmas yang mantap. Selain itu, Intelkam harus menghasilkan 
produk intel yang berupa perkiraan keadaan intelejen (KIRKA 
INTEL). Dengan perkiraan keadaan tersebut, dapat tergambar 
adanya konfigurasi ancaman yang sekaligus secara eksplisit 
menentukan ranking gangguan kamtibnas maupun ranking 
kerawanan daerah. Sehingga dalam keadaan darurat terhadap 
gangguan kamtibmas yang belum terjangkau oleh perkiraan keadaan, 
maka intel harus mampu mengadakan perkiraan cepat. Dalam rangka 
pengamanan polisi, baik berupa Pengamanan Kegiatan, Pengamanan 
Material maupun Pengamanan Personil, selalu memberikan 
informasi-informasi tentang hambatan dan ancaman yang mungkin 
dihadapi kepada pelaksana fungsi operasional lainnya, serta 
membantu reserse dalam penyelidikan lanjutan atas kasus 
kriminalitas yang sedang ditangani, terutama kasus yang 
memerlukan pendalaman dalam penyelidikan.  
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b) Pembinaan Masyarakat 
Pada tingkat operasional, jajaran ini bertugas menciptakan 
situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan 
mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, terutama mengusahakan 
ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan per-
Undang-undangan yang berlaku. Salah satunya, yaitu dengan 
memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi 
dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, baik melalui 
program pemerintah ataupun kegiatan yang diprakarsai oleh warga 
masyarakat sendiri.  
 
c) Tugas Samapta Bhayangkara 
Memberikan pelayanan kepada masyarakat, menanggapi dan 
memberikan bantuan atau perlindungan serta bimbingan pada 
masyarakat atas segala laporan dan pengaduan yang disampaikan, 
mengatur agar masyarakat mentaati peraturan dan norma-norma 
yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga tindakan represif tahap 
awal terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya, guna 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, 
meliputi pengawalan untuk melindungi keselamatan orang, harta 
benda dan masyarakat. 
 
 
d) Tugas Represif Reserse Kepolisian 
Menerima dan meneliti laporan/pengaduan tentang suatu 
peristiwa yang kemudian dilakukan tindakan penyelidikan atas 
laporan/pengaduan itu, baik diketahui secara langsung  tertangkap 
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tangan maupun peringatan dini dari fungsi operasional lain. 
Tindakan penyelidikan antara lain dilakukan dengan cara : 
(1) Mencari/mengumpulkan keterangan, data atau fakta yang lebih 
lengkap. 
(2) Mencari keterangan, alamat dan identitas tersangka, saksi dan  
barang bukti serta  
(3) Melakukan pengecekan dan mengusahakan konfirmasi tentang 
keterangan, data atau fakta yang telah diperoleh. 
(4) Melakukan interview untuk mendapatkan 
keterangan/kejelasan. 
(5) Mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
 
Dari hasil  penyelidikan tersebut dapat ditentukan :   
(1) Tersangka 
(2) Bukti Awal 
(3) Saksi 
 







(7) Penyerahan Perkara 
Apabila ternyata tidak diperoleh cukup bukti, maka segera 
dilakukan pemberhentian penyidikan. Sebaliknya terhadap kasus 
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yang dapat diungkap dapat segera dikirim ke Kejaksaan (Wawancara 
dengan Aiptu Deny Puspita, 10 Mei 2009).  
 
e) Tugas Teknis Lalu Lintas Kepolisian 
Mengatur lalu lintas dengan memberitahukan kepada 
pemakai jalan tentang bagaimana dan dimana mereka dapat bergerak 
atau berhenti, terutama pada saat ada kemacetan atau keadaan 
darurat lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu 
lintas, supaya tidak terjadi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di 
jalan umum.  
 
3) Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Kediri dalam Kaitannya 
dengan Pelaksanaan Program Zero Street Crime 
Masyarakat Kota Kediri di golongkan sebagai masyarakat 
yang sedang berkembang sebagaimana masyarakat Indonesia pada 
umumnya, yakni masyarakat yang sedang menbangun menuju 
masyarakat modern. Perkembangan dinamika menuju kehidupan 
masyarakat modern tersebut terlihat dari rutinitas aktifitas masyarakat 
sehari-hari di jalan raya Kota Kediri. Ribuan individu manusia dari 
komunitas pekerja ataupun buruh pabrik rokok PT. Gudang Garam Tbk. 
Kediri sejak matahari terbit mulai tumpah ruah berduyun-duyun di jalan 
raya. Komunitas masyarakat lainnya mulai dari kaum pedagang, pelaku 
ekonomi, pengusaha, pelajar, mahasiswa, pegawai, semuanya 
beraktivitas dan berinteraksi sosial menggunakan sarana jalan raya.  
 
Aktivitas dan interaksi sosial masyarakat di jalan tersebut 
melahirkan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 
yang sangat kompleks dan tidak pernah berhenti. Perkembangan 
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ancaman gangguan keamanan cenderung terus meningkat seirama 
dengan laju pembangunan serta dampak dari perubahan sosial yang 
terjadi di masyarakat. Khususnya gangguan keamanan dan ketertiban 
masyarakat di jalan/ Street Crime, yang merupakan tindak pidana yang 
terjadi di jalan raya yang dapat menimbulkan rasa takut bagi 
masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya dalam melakukan 
aktivitasnya.  
 
Penanggulangan kejahatan merupakan salah satu fungsi utama 
yang melekat pada tubuh Kepolisian. Bahkan boleh dikatakan pada 
hakekatnya keberadaan instansi kepolisian adalah untuk menanggulangi 
timbulnya kejahatan, yaitu dengan melakukan penindakan terhadap para 
pelaku tindak kejahatan yang mengganggu ketenteraman dan 
kenyamanan hidup masyarakat. Namun dalam menjalankan tugasnya 
fungsi Kepolisian tidak hanya mencakup penanggulangan kejahatan 
saja, tapi juga meliputi fungsi pelayanan dan pengayoman kepada 
masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi itu sebagai bentuk perlindungan 
yang dilakukan oleh Kepolisian kepada masyarakat, sebagai warga 
Negara yang harus dilindungi kepentingannya. Hal tersebut sesuai 
dengan tujuan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Tahun 1945 .   
 
Sebagai alat Negara yang dibiayai oleh dana yang 
dikumpulkan dari masyarakat, sudah selayaknya masyarakat berhak 
menerima hasil kerja dari Kepolisian. Hasil kerja itu berupa 
terwujudnya suasana masyarakat yang aman, tertib dan damai. 
Sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk melakukan berbagai 
aktivitas kemasyarakatan. Untuk itu, secara rutin maupun insidental 
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Kepolisian melakukan tugas-tugasnya seperti melakukan patroli, 
operasi-operasi dan mengadakan razia dengan sasaran kelompok-
kelompok masyarakat yang rawan melakukan pelanggaran dan 
kejahatan. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut dapat 
menekan frekuensi terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang dapat 
meresahkan masyarakat. 
 
Namun nampaknya harapan masyarakat yang dimaksud tidak 
mudah untuk diwujudkan, sebaliknya kasus-kasus tindak pidana secara 
kuantitatif dan kualitatif setiap hari selalu berulang. Hal ini disebabkan 
karena semakin tingginya faktor-faktor yang menjadi penyebab 
seseorang melakukan kejahatan, seperti banyaknya jumlah penduduk 
yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang 
memadai, tingginya angka kemisinan, kebutuhan akan barang-barang 
yang semakin lama semakin mendesak, dan lain sebagainya. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu kebijakan dan terobosan yang jitu untuk 
mengatasinya. 
Dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan 
tindak pidana jalanan/ Street Crime di wilayah Kota Kediri tersebut, 
Kepala Kepolisian Wilayah Kota Kediri dengan Surat Perintah Nomor : 
Sprin/92/II/2008 dan Sprinlak Kapolresta Kediri No. Pol. : 
Sprinlak/01/I/2008/Resta Kediri tanggal 1 Januari 2008 tentang perintah 
pelaksanaan program Zero Street Crime, telah menetapkan kebijakan 
yang bersifat strategis yaitu Program Zero Street Crime. Program Zero 
Street Crime merupakan suatu program penanggulangan kejahatan yang 
dicanangkan oleh Kepolisian Wilayah Kota Kediri, yang kemudian 
pelaksanaanya dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Kediri. 
Kebijakan strategis tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dengan 
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ditiadakannya kejahatan jalanan, seperti curat, curas, curanmor, 
perampasan ataupun kejahatan lainnya di  simpul-simpul jalan raya di 
wilayah Kota Kediri, maka dapat membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap kinerja Kesatuan Polresta Kediri. Dengan demikian akan 
membawa dampak pencitraan positif terhadap institusi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  
 
Kepolisian Resort Kota Kediri merupakan wilayah hukum 
kepolisian yang terletak di Kota Kediri yang bertanggung jawab atas 
keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Kediri. Polresta 
Kediri terdiri dari 3 (tiga) Polsek yaitu Polsek Mojoroto, Polsek Kota 
Kediri dan Polsek Pesantren. Tingkat kejahatan, khususnya kejahatan 
jalanan di Kota Kediri telah mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun.  Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Kediri, 
perbandingan kuantitas kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun  2007 
dengan yang terjadi 2008 terlihat dalam data table sebagai berikut.  
Tabel 1 Perbandingan Kuantitas Kejahatan Jalanan di Polresta 
Kediri Tahun 2007 dengan 2008 
 
 2007 2008 
Keterangan 
(naik +/turun -) 
Crime Total 756 722 -4,87% 
Crime Clearance 443 467 +5,42% 
Clearance Rate 58,37% 64,68% +6,32% 
Crime Clock 11jam, 32’, 29” 12jam, 57’, 13” +1jam, 25’, 1” 
Crime Rate 305 280 -25 
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Jumlah Penduduk   257. 400 jiwa 
Sumber : Data Polresta Kediri (data sekunder) 
 
Berdasarkan Tabel 1, Pada Tahun 2007 jumlah kejahatan 
jalanan seluruhnya 756 kasus, sedangkan pada 2008 jumlah kejahatan 
jalanan menurun menjadi 722 kasus. Jumlah kasus yang berhasil 
diselesaikan pada tahun 2007 sebanyak 443 kasus, pada tahun 2008 
jumlah kasus yang berhasil diselesaikan mengalami penambahan 
menjadi 467 kasus. Tabel di atas menunujukkan adanya penurunan 
angka kejahatan jalanan, meskipun jumlahnya masih relatif banyak. 
Kejahatan jalanan mengalami penurunan sebesar 4,87%, sedangkan 
pengungkapan terhadap kasus-kasus kejahatan jalanan telah mengalami 
peningkatan sebesar 5,42%. Jumlah angka kejahatan rata-rata tahun 
2008 yang mengalami penurunan menjadi 280 kasus. Sedangkan pada 
tahun sebelumnya, 2007 kejahatan rata-rata masih mencapai 305 kasus. 
Sehingga berdasarkan data tersebut angka kejahatan jalanan pada tahun 
2008 mengalami penurunan.  
 















1 2 3 4 5 6 7 
1. CURAT 29 12 41,37% 533.29” 12 
2. CURAS - - - - - 
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3. CURANMOR 39 4 10,25% 396.55” 16 
4. RAMPAS 2 - - 8.34” 0,82 
5. ANIAYA 7 5 71% 2.27” 2,90 
6. CULIK 1 1 100% 16 0,41 
Sumber : Data Polresta Kediri (data sekunder) 
 
Tabel 2 pada Agustus 2007 sampai dengan Januari 2008 jenis-
jenis kejahatan jalanan yang terjadi adalah pencurian dengan 
pemberatan (Curat), Pencurian dengan kekerasan (Curas), Pencurian 
kendaraan bermotor (Curanmor), perampasan, penganiayaan dan 
penculikan. Masing-masing jenis kejahatan jalanan tersebut, jumlah 
kejahatan totalnya yaitu Curat sebesar 29 kasus, Curas 0 kasus, 
Curanmor 39 kasus, Rampas 2 kasus, Aniaya sebesar 7 kasus dan 
Penculikan 1 kasus. Dari jumlah kejahatan jalanan itu, jumlah kasus 
yang berhasil diselesaikan adalah Curat sebesar 12 kasus, Curas 0 
kasus, Curanmor 4 kasus, Rampas masih belum ada yang terselesaikan, 
Aniaya sebesar 5 kasus dan 1 kasus penculikan berhasil diselesaikan. 
Berdasarkan data di atas,  jenis kejahatan jalanan yang paling banyak 
terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yaitu 
sebanyak 39 kasus. Jenis kejahatan ini paling banyak terjadi, namun 
penyelesaian terhadap kasusnya hanya sedikit. Hal ini disebabkan 
pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang dilakukan 
dengan sistematis dan memiliki jaringan yang kuat. Sehingga sangat 
sulit dalam pengungkapannya.  
 









434 291 I 
Polsekta 
Pesantren 
98 52 II 
Polsekta 
Kediri 
110 66 IV 
Polsekta 
Mojoroto 
80 58 III 
Sumber : Data Polresta Kediri (data sekunder) 
 
Tabel 3 kuantitas kerawanan daerah di Kota Kediri yang paling 
tinggi pada tahun 2008 adalah daerah Polresta Kediri, yaitu sebesar 434 
kasus kejahatan jalanan dan berhasil diselesaikan sebesar 291 kasus. 
Pada urutan kedua tingkat kerawanan daerah terhadap ancaman 
kejahatan jalanan ada pada Polsekta Pesantren dengan jumlah kejahatan 
jalanan 98 kasus dan berhasil diselesaikan sebesar 52 kasus. Polsekta 
Mojoroto menduduki peringkat ketiga dengan kejahatan jalanan yang 
terjadi sebesar 80 dan yang berhasil diselesaikan sebesar 58 kasus. 
Polsekta Kediri menduduki peringkat terakhir dengan jumlah 110 kasus 
dengan kasus yang diselesaikan sebesar 66 kasus. 
  
Berdasarkan data tersebut, Polresta Kediri menjadi daerah 
yang paling rawan terjadi kejahatan jalanan di wilayah Kota Kediri. Hal 
ini dimungkinkan karena Polresta Kediri merupakan daerah kota yang 
 lxxviii 
menjadi pusat pertokoan, keramaian dan pusat pemerintahan. Sehingga 
menjadi daerah yang rawan akan terjadinya kejahatan jalanan 
(Wawancara, 23 April 2009).  
2. Alasan Kepolisian Resort Kota Kediri menetapkan Program Zero Street 
Crime untuk Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Kota Kediri 
Perkembangan kejahatan dari hari ke hari semakin mengalami 
kemajuan baik mengenai modus operandi maupun alat-alat yang digunakan 
untuk melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini 
mendapatkan perhatian dari Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia untuk 
dilakukan pemberantasan adalah kejahatan praktek premanisme. Kejahatan ini 
sering dilakukan di tempat-tempat fasilitas umum seperti terminal, stasiun, 
pertokoan maupun tempat-tempat umum lainnya. Melalui operasi yang 
dilakukan oleh Kepolisian, orang-orang yang ditengarai sebagai preman 
berhasil dijaring. Sedangkan bagi yang ketahuan membawa barang bukti 
diproses lebih lanjut secara hukum. Sisanya yang tidak menguasai barang bukti 
setelah dilakukan pembinaan dibebaskan. Kebijakan semacam ini dimaksudkan 
untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan diharapkan tidak mengulang 
perbuatan itu. Demikian juga di Kota Kediri, tingkat kejahatan khususnya 
kejahatan jalanan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Aiptu Deny Puspita bahwa kejahatan jalanan telah terbukti 
meningkat salah satunya yaitu curanmor (Wawancara, 3 April 2009).  
a. Pemahaman Zero Street Crime 
Zero Street Crime merupakan suatu kebijakan yang dilakukan 
oleh Kapolwil Kediri dalam rangka memberikan perlindungan, 
pengayoman, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat agar bebas 
dari perasaan tidak nyaman atau kurang aman dalam melakukan aktivitas 
di jalan. Program ini bertujuan untuk meniadakan rasa bebas dari 
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gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa 
bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, adanya rasa dilindungi 
dari segala kejahatan jalanan. Sehingga diharapkan dengan program Zero 
Street Crime ini maka kejahatan, khususnya kejahatan jalanan dapat 
ditekan hingga mencapai zero (Wawancara dengan Aiptu Deny Puspita, 3 
April 2009).  
   
Ruang Lingkup  Program Zero Street Crime meliputi 
penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola Preemtive, 
penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola Preventif, penanggulangan 
kejahatan jalanan melalui pola Represif.  
1) Penanggulangan Kejahatan Jalanan melalui Pola Preemtive 
Penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola Preventive, 
yaitu melaksanakan kegiatan membangun daya tangkal dan 
keikutsertaan masyarakat untuk menciptakan Zero Street Crime yang 
dilaksanakan oleh Bagian Binamitra Polresta Kediri dan 
Babinkamtibmas Polsekta Jajaran dengan kegiatan : 
a) Pemasangan spanduk dan himbauan yang berisi pesan Kamtibmas 
b) Melaksanakan penerangan di radio-radio di Kota Kediri 
c) Mensosialisasikan sadar Kamtibmas di lingkungan RT, RW s/d 
kelurahan (lapor cepat, meningkatkan kegiatan pos kamling dan 
berdayakan FKPM kawasan terminal, stasiun KA dan kawasan 
pasar). 
2) Penanggulangan Kejahatan Jalanan melalui Pola Preventif 
Penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola Preventif, 
yaitu melaksanakan giat cegah tangkal yang dilaksanakan oleh satfung 
 lxxx 
Intelkam, sat Reskrim, sat Samapta, sat Lantas dan Unit Opsnal 
Polsekta jajaran dengan kegiatan : 
a) Penjagaan pada Pos dan simpul Zero Street Crime 
b) Patroli jalan kaki, patrol kendaraan dengan roda 2 dan roda empat 
c) Melaksanakan giat razia offensive dengan sasaran kendaraan yang 
diduga mengangkut pelaku dan barang hasil tindak pidana Street 
Crime 
d) Galang tukang parker dan informan kasus Street Crime. 
3) Penanggulangan Kejahatan Jalanan melalui Pola Represif 
Penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola Represif, 
yaitu melaksanakan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh satfung 
Intelkam, sat Reskrim, sat Samapta, sat Lantas dan Unit Opsnal 
Polsekta jajaran dengan kegiatan : 
a) Melaksanakan penindakan/penangkapan terhadap pengamen, 
pengemis dan preman yang beroperasi di simpul-simpul jalan, di 
terminal, stasiun KA, di dalam Bus dan gerbong kereta api dan 
pelaku tindak pidana curat, curas, curanmor, perampasan 
terhadap nasabah Bank. 
b) Melaksanakan pengejaran dan penindakan terhadap pelaku Street 
Crime (curat, curas, curanmor, perampasan terhadap nasabah 
Bank) yang mempunyai mobilitas tinggi (menggunakan sarana 
transportasi dengan kendaraan roda 2/roda 4). 
c) Melaksanakan proses penyidikan dan menyelesaikan serta 
menyerahkan berkas perkara tersangka Street Crime kepada 
Kejaksaan Negeri Kediri, dengan pertimbangan tidak melakukan 
penangguhan penahanan bila ada permohonan. 
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b. Dasar Hukum Zero Street Crime 
Dalam Pedoman Program Zero Street Crime disebutkan bahwa 
sebagai dasar hukum pelaksanaan program Zero Street Crime adalah 
sebagai berikut : 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas Angkutan Jalan. 
3) Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
4) Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
5) Perintah Kapolwil Kediri pada Kunjungan Kerja Kapolwil Kediri di 
Polresta Kediri tanggal 30 Januari 2008 tentang Pelaksanaan Program 
Zero Street Crime. 
6) Sprinlak Kapolresta Kediri No. Pol. : Sprinlak/01/I/2008/Resta Kediri 
tanggal 1 Januari 2008 tentang perintah pelaksanaan Program Zero 
Street Crime (Wawancara dengan Aiptu Deny Puspita, 3 April 2009). 
 
c. Fenomena Perkembangan Kejahatan di Kota Kediri 
Perkembangan kejahatan secara umum di Kota Kediri mangalami 
peningkatan , hal ini tidak luput dari adanya perubahan pola kehidupan 
masyarakat yang semakin lama mengalami kemajuan menjadi masyarakat 
yang lebih komplek. Seperti halnya di kota lainnya, perkembangan 
kejahatan di Kota Kediri disebabkan oleh adanya faktor-faktor pendorong. 
 lxxxii 
Faktor tersebut yaitu faktor lingkungan, ekonomi dan kemiskinan, faktor 
moral dan agama yang masih kurang serta faktor penunjang lainnya. 
Sedangkan perkembangan kejahatan jalanan di Kota Kediri dapat 








a) Tabel 4 Berdasarkan Tempat 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Curat - 25 1 - 1 1 1 - - 
2 Curas - - - - - - - - - 
3 Curanmor 29 8 1 - - 1 - - - 
4 Rampas 2 - - - - - - - - 
5 Aniaya 5 2 - - - - - - - 
6 Culik 1 - - - - - - - - 
Sumber : Data Polresta Kediri (data sekunder) 
 
Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa tempat-tempat yang 
disinyalir rawan akan kejahatan jalanan adalah di jalan, pemukiman 
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penduduk, toko/ruko/swalayan, pasar, sekolah, kantor, rumah sakit dan 
ponpes/masjid. Kejahatan jalanan dapat terjadi di berbagai tempat seperti 
yang dikemukakan ditabel, namun kejahatan jalanan paling sering terjadi 
di jalan dan di pemukiman penduduk. Jenis kejahatan yang banyak terjadi 
di jalan adalah pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan di pemukiman, 







b) Tabel 5 Berdasarkan Waktu Kejadian (Jam dan Hari) 








SN SL RB KM JM SBT MG 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Curat - 4 25 3 3 2 6 5 3 7 
2 Curas - - - - - - - - - - 
3 Curanmor 14 21 4 4 12 2 5 5 4 7 
4 Rampas 2 - - 1 - - 1 - - - 
5 Aniaya 1 4 2 1 4 - 1 1 - - 
6 Culik - 1 - - - - 1 - - - 
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              Jumlah  17 30 31 9 19 4 14 11 7 14 
Sumber : Data Polresta Kediri (data sekunder) 
 
Berdasarkan tabel 5, kejahatan jalanan banyak terjadi pada waktu-
waktu tertentu yaitu sekitar pukul 14.00-22.00 dan pukul 22.00-06.00. 
Pada jam-jam tersebut jenis kejahatan jalanan yang terjadi yaitu pencurian 
dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, aniaya dan 
penculikan. Pencurian kendaraan bermotor menjadi kejahatan jalanan yang 
paling banyak dilakukan pada jam-jam tersebut. Dengan demikian 


















1 2 3 4 5 6 7 
1 Curat - - 29 - - 
2 Curas - - - - - 
3 Curanmor 39 - - - - 
4 Rampas - - - 2 - 
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5 Aniaya - - - 7 - 
6 Culik - - - - 1 
         Jumlah 39 - 29 9 1 
Sumber : Data Polresta Kediri (data sekunder) 
 
Berdasarkan tabel 6 alat-alat yang digunakan untuk malakukan 
kejahatan, khususnya kejahatan jalanan sangatlah bermacam-macam mulai 
dari menggunakan kunci palsu, benda tajam, benda tumpul, tangan kosong 
dan lain sebagainya. Kejahatan yang banyak dilakukan dengan 
menggunakan kunci palsu adalah pencurian kendaraan bermotor. 
Sedangkan benda tumpul banyak digunakan pada kejahatan 
pencuriandengan pemberatan. Kemudian tangan kosong banyak digunakan 




d) Tabel 7 Berdasarkan Modus Operandi 
Modus Operandi 















1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Curat - 29 - - - - 
2 Curas - - - - - - 
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3 Curanmor 39 - - - - - 
4 Rampas - - - - 2 - 
5 Aniaya - - 7 - - - 
6 Culik - - - - - 1 
    Jumlah  39 29 7 - 2 1 
Sumber : Data Polresta Kediri (data sekunder) 
 
Berdasarkan tabel 7 jenis operandi yang digunakan untuk 
melakukan kejahatan jalanan yaitu, dengan merusak kunci, merusak 
pintu/jendela, memukul dengan tangan kosong, melakukan penodongan 
dengan senjata tajam/senjata api, menendang dan lain-lain. Modus 
operandi dengan merusak kunci banyak dilakukan pada jenis kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor. Pencurian dengan pemberatan banyak 
menggunakan modus operandi dengan merusak pintu/jendela. Sedangkan 




e) Tabel 8 Berdasarkan Korban 
Crime 
No Jenis 
Curat Curas Curanmor Rampas Aniaya Culik 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Laki-Laki 23 - 25 1 5 1 
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2 Perempuan 6 - 14 1 2 - 
      Jumlah 29 - 39 2 7 1 
Sumber : Data Polresta Kediri (data sekunder) 
 
Berdasarkan data tabel 8 di atas, diketahui bahwa jumlah korban 
kejahatan jalanan lebih banyak terjadi pada laki-laki. Meskipun demikian 
jumlah korban kejahatan jalanan perempuan juga tidak sedikit. Hal ini 
menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan sudah mulai tidak memandang 
jenis kelamin korbannya. Para pelaku kejahatan tega melakukan perbuatan 
jahatnya kepada seorang wanita. Pada kejahatan yang banyak menimpa 
laki-laki adalah pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan 
bermotor, yaitu masing-masing 23 dan 25 kasus. Sedangkan pada 
perempuan dengan kejahatan yang sejenis sebanyak 6 dan 14 kasus. Pada 
jenis kejahatan rampas dan aniaya, kasus kejahatan yang menimpa laki-
laki dan wanita sama jumlahnya yaitu 1 dan 5 kasus. Selain itu juga telah 





d. Program Pembangunan Kota Kediri 
Berdasarkan situs Pemerintah Kota Kediri, Rencana Strategi 
(Renstra) Pembangunan Kota Kediri tahun 2006-2010 meliputi bidang :  
1) Bidang Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa 
a) Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia/Budi 
Pekerti bagi siswa sekolah 
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b) Pembudayaan sikap keteladanan dalam kehidupan sehari-hari 
c) Peningkatan Kerukunan intra dan antar umat beragama. 
 
2) Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara 
a) Peningkatan pemahaman kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan 
bernegara 
b) Penguatan fungsi lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan 
 
3) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 
a) Peningkatan motivasi dan mutu tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan 
b) Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas 
c) Peningkatan ketersediaan layanan dan aksebilitas pemenuhan 
kebutuhan pangan, sandang dan papan 
d) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 
e) Pengembangan jiwa kewirausahaan 
f) Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja 
 
4) Bidang Ekonomi 
a) Peningkatan daya saing potensi lokal 
b) Pengembanagn pariwisata 
c) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 
d) Peningkatan iklim investasi 
 
5) Bidang Hukum dan Pemerintahan 
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a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip-
prinsip good governance 
b) Peningkatan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
c) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk 
hukum dan peraturan perundang-undangan 
d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum dan 
peraturan perundang-undangan 
e) Peningkatan kualitas penegakan hukum dan peraturan perundang-
undangan 
f) Peningkatan jaminan kepastian dan perlindungan hukum 
 
e. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan 
Kepolisian Resort Kota Kediri 
Kepolisian sebagai suatu instansi yang secara langsung 
bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, memiliki peranan 
yang sangat penting dalam mengatasi penanggulangan kejahatan. 
Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di 
Lapangan, maka dapat diketahui peran instansi-instansi kepolisian adalah 
sebagai berikut : 
1) Intelkam (Intelijen Keamanan) 
Dalam rangka melakukan penanggulangan kejahatan, 
Intelkan berperan sebagai pemberi early warning dan penentu arah 
kebijaksanaan, penciptaan kondisi bagi kepentingan dan kelancaran 
pelaksanaan tugas kepolisian, serta melakukan pengamanan 
kebijaksanaan pimpinan kepolisian yang telah atau sedang 




2) Pembinaan Masyarakat 
Sebagai wadah/unit profesional dalam melaksanakan 
pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat kepada 
peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, maka kesatuan ini 
berperan sebagai pembimbing, pendorong, pengarah dan penggerak 
masyarakat. Dengan kata lain, kesatuan ini menciptakan masyarakat 
yang mampu mengamankan dirinya sendiri dan lingkungan. Sehingga 
dengan masyarakat yang sadar akan keamanan diri sendiri dan 
lingkungannya, maka kejahatan akan lebih mudah untuk 
ditanggulangi.  
 
3) Samapta Bhayangkara 
Samapta Bhayangkara merupakan kesatuan Kepolisian yang 
senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya 
ancaman/bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya 
mewujudkan Kamtibmas. Kesatuan ini berperan sebagai pencegah 
terjadinya kejahatan/bersifat preventif, yang memerlukan keahlian dan 
ketrampilan khusus dalam menjalankan tugasnya. Dalam 
penanggulangan kejahatan di Kepolisian Resort Kota Kediri, kesatuan 
ini berperan memberikan pembinaan teknis, menyelenggarakan dan 
melaksanakan operasional fungsi Samapta Bhayangkara serta 
memberikan back up operasional kepada fungsi Samapta Bhayangkara 
di tingkat Kewilayahan/Polsek.  
 
4) Reserse Kepolisian 
Sebagai kesatuan yang melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri 
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Sipil (PPNS), reserse berperan dalam mengungkap kasus-kasus 
kejahatan yang meliputi kejahatan umum, ekonomi, narkoba, uang 
palsu, dokumen palsu dan termasuk juga kejahatan jalanan.  Reserse 
bertindak dengan mencari dan mengumpulkan informasi yang 
berhubungan dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi, kemudian 
menindak kejahatan tersebut lebih lanjut. Sehingga reserse berperan 
dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang telah terjadi 
sebelum ataupun setelah adanya Program Zero Street Crime.  
 
5) Lalu Lintas Kepolisian  
Selain berperan dalam mengatur jalannya lalu lintas agar 
tidak terjadi kemacetan di jalan, kesatuan lalu lintas berperan langsung 
dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya kejahatan 
jalanan. Banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 
yang akhir-akhir ini sering terjadi di wilayah Kepolisian Resort Kota 
Kediri, dapat ditanggulangi dengan cara melakukan operasi 
kelengkapan surta-surat kendaraan bermotor. Operasi ini dimaksudkan 
untuk menjaring kendaraan yang dicurigai hasil kejahatan dan tidak 
dilengkapi surat-surat. Sehingga polisi dapat menemukan pelaku 
curanmor beserta barang bukti kejahatannya.  
  
3. Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Kediri dalam 
Pelaksanaan Program Zero Street Crime di Kota Kediri 
Menurut Kasat Reskrim AKP Slamet Pujiono dalam menangani 
berbagai kasus kejahatan, khususnya kasus-kasus kejahatan jalanan, Kepolisian 
Wilayah Kota Kediri telah melaksanakan program Zero Street Crime. Sebelum 
adanya program Zero Street Crime ini, kepolisian merasa kesulitan dalam 
mengatasi masalah-masalah kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Kediri. Hal 
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ini dikarenakan wilayah Kediri yang luas, sedangkan jumlah personil aparatnya 
kurang. Dengan kata lain terjadi ketidak seimbangan antara jumlah personil 
Kepolisian dengan masyarakat yang dilindungi. Sehingga polisi merasa 
kesulitan dalam menangani kasus-kasus yang jaraknya jauh dari jangkauan 
kantor polisi setempat. Untuk itu dalam pelaksanaan program ini Kepolisian 
berusaha meningkatkan efektivitas kinerjanya agar dengan segala 
keterbatasannya kepolisian mampu melakukan fungsi-fungsinya untuk 
melindungi seluruh masyarakat (Wawancara, 13 April 2009). 
 
a. Bentuk-bentuk Kegiatan yang dilaksanakan 
1) Penempatan Pos-Pos Zero Street Crime di tempat-tempat yang 
Strategis 
Salah satu program kerja Zero Street Crime di Kota Kediri 
adalah dengan menempatkan Pos-Pos di tempat-tempat strategis, yaitu di 
simpul-simpul jalan seperti Jl. Sriwijaya, Jl. A. Yani, Jl. Joyoboyo, Jl. 
Patimura, Jl. Kawi, Jl. Wachid Hasyim, komplek pertokoan Jl. Dhoho, Sri 
Ratu, Pasar Pahing, Pasar Setono Betek, Kantor Perbankan Jl. Brawijaya, 
komplek Perumahan Mojoroto Indah, Terminal Bus Tamanan, serta 
Stasiun Kereta Api Kota Kediri. Pos-pos ini sengaja ditempatkan disetiap 
tempat di Kota Kediri yang dianggap rawan kejahatan, khususnya 
kejahatan jalanan. Penempatan Pos-Pos ini menggunakan sistem melingkar 
seperti obat nyamuk, yaitu dengan menempatkan tiap-tiap pos untuk 
mengelilingi Kota Kediri.  
 
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan 
keamanan kepada masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan jalanan 
yang mengancam. Dengan kegiatan tersebut diharapkan polisi dapat lebih 
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cepat untuk mengungkap bahkan menyelesaikan suatu perkara apabila ada 
kejahatan yang terjadi. Misalnya apabila telah terjadi kejahatan di wilayah 
yang letaknya jauh dari kantor polisi, maka dengan keberadaan pos-pos 
Zero Street Crime tersebut kejahatan yang terjadi dapat segera ditangani 
oleh para polisi yang sedang piket di pos-pos itu. Para polisi yang berada 
di pos-pos tersebut bertugas untuk menangani sementara kasus-kasus 
kejahatan yang terjadi di wilayah pos yang ditempati sebelum para polisi 
yang lebih berwenang datang ke tempat kejadian perkara. Hal ini berkaitan 
dengan barang bukti yang harus diamankan agar nantinya tidak rusak atau 
hilang. Karena barang bukti merupakan salah satu alat yang dapat 
digunakan untuk mengungkapkan kebenaran suatu kasus (Wawancara 
dengan Aiptu Deni Puspita, 3 April 2009). 
 
2) Mengadakan Patroli 
Patroli yang dimaksud terdiri dari : 
a) Patroli rutin, yaitu patroli yang dilaksanakan pada waktu-waktu 
tertentu dengan melalui daerah, tempat atau jalur-jalur tertentu 
secara rutin; 
b) Patroli selektif, yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan 
waktu dan tempat secara selektif untuk mentupi tempat-tempat 
yang dianggap rawan; 
c) Patroli insidental, yaitu patroli yang dilaksananakan apabila terjadi 
peristiwa atau patrol yang dapat menimbulkan deterrence effect 
terhadap suatu gangguan. 
Petugas patroli dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota polisi 
dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua), terkadang 4 (empat) orang 
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atau 6 (enam) orang anggota polisi dengan mengendarai kendaraan roda 
empat. Kegiatan ini dilaksanakan 4 (empat) kali dalam sehari semalam, 
dengan cara berkeliling dan memantau setiap daerah, tempat atau jalur-
jalur tertentu secara rutin yang dianggap rawan terjadi kejahatan jalanan 
(Wawancara dengan Kasat Reskrim AKP Slamet Pujiono, 13 April 2009).  
 
3) Mengadakan Operasi/Razia 
Penanggulangan kejahatan diartikan sebagai suatu usaha untuk 
mencegah dan mengurangi kasus kejahatan jalanan serta penyelesaian 
perkaranya. Dalam hal ini usaha penyelesaiannya lebih diarahkan pada 
usaha represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif di 
samping melakukan peningkatan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, operasi 
dipandang sebagai hal yang sangat efektif untuk menekan angka kejahatan 
jalanan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasat Lantas AKP 
Mukalan, S,H, menyatakan bahwa dalam rangka mengantisipasi kejahatan 
jalanan, maka jajaran Kepolisian Resort Kota Kediri semakin intensif 
menggelar operasi lalu lintas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
menyadarkan pentingnya berdisiplin dalam berlalu lintas. Selain itu untuk 
mendeteksi kemungkinan adanya barang hasil kejahatan, misalnya 
curanmor atau pencurian kendaraan bermotor (Wawancara, 16 April 
2009).  
 
Berdasarkan hasil laporan operasi, diperoleh informasi bahwa 
daerah rawan kejahatan jalanan di Kota Kediri berlokasi di tempat-tempat 
umum seperti simpul-simpul jalan, yaitu Jl. Sriwijaya, Jl. A. Yani, Jl. 
Joyoboyo, Jl. Patimura, Jl. Kawi, Jl. Wachid Hasyim, Komplek Pertokoan 
Jl. Dhoho, Sri Ratu, Pasar Pahing, Pasar Setono Betek, Kantor Perbankan 
 xcv 
Jl. Brawijaya, Komplek Perumahan Mojoroto Indah, Terminal Bus 
Tamanan dan Stasiun KA Kota Kediri. Mengenai jenis kejahatan jalanan 
yang sering terjadi yaitu meliputi curat, curas, curanmor, perampasan, 
penganiayaan dan penculikan. Namun kejahatan yang paling marak adalah 
pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, hal itu diketahui dengan 
banyaknya laporan masyarakat yang kehilangan kendaraannya 
(Wawancara, 16 April 2009). 
  
4) Melakukan Penghimbauan 
Kepolisian Resort Kota Kediri melakukan penghimbauan 
kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu waspada pada waktu 
berada di jalan raya, karena kejahatan jalanan bisa terjadi kapanpun. Agar 
masayarakat luas benar-benar mengetahuinya, maka dilakukan dengan 
memasang spanduk yang berisikan himbauan yang berisi pesan 
Kamtibmas di tempat-tempat strategis seperti di jalur protocol, Jl. 
Sriwijaya, Jl. A. Yani, Jl. Joyoboyo, Jl. Patimura, Jl. Kawi, Jl. Wachid 
Hasyim Kota Kediri. Selain itu juga dengan melakukan penerangan 
melalui radio Suara Pamenang FM, Andhika FM, Dhoho TV, KSTV serta 
melakukan sosialisasi sadar Kamtibmas di lingkungan RT, RW s/d 
kelurahan (Wawancara, 3 April 2009). 
 
5) Melakukan Penangkapan 
Menurut Aiptu Deny Puspita, dalam melakukan penangkapan 
Kepolisian terlebih dahulu menyebarkan Intel maupun Reserse yang 
menyamar sedemikian rupa dengan berpakaian preman ke tempat-tempat 
yang dianggap rawan terjadi kejahatan jalanan. Kemudian setelah ada 
kepastian mengenai identitas pelaku, maka petugas terlebih dahulu 
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mempersiapkan segala sesuatunya, seperti surat penangkapan dan setelah 
itu baru melaksanakan penangkapan (Wawancara, 3 April 2009). 
 
6) Melakukan Tembak di Tempat 
Menurut Kasat Reskrim AKP Slamet Pujiono mengenai tembak 
ditempat, dilaksanakan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, yaitu 
dengan : 
a) Peringatan berupa ucapan lesan atau himbauan. 
b) Peringatan berupa ancaman 
c) Tembakan Peringatan ditujukan keatas sebanyak 3 (tiga) kali. 
d) Tembakan kearah pelaku yang merupakan suatu upaya represif 
untuk melumpuhkan bukan untuk membunuh (Wawancara 23 April 
2009).  
Tindakan penembakan di tempat  tersebut dimaksudkan agar 
para pelaku kejahatan tidak melarikan diri saat dilakukan penangkapan dan 
menjadi jera serta tidak mengulangi perbuatannya. 
 
b. Pelaksanaan Program Zero Street Crime 
Program Zero Street Crime dilaksanakan dengan mengutamakan 
tindakan preventif kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup selama 
6(enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret s/d 1 September 2008, 
yaitu : 
1) Pengamanan Tertutup 
a) Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi 
masyarakat yang merupakan faktor-faktor korelatif kriminogen 
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yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas, 
khususnya kejahatan jalanan curas, curat, curanmor. 
b) Melaksanakan penggalangan dalam rangka cegah dini 
(penangkalan) terhadap terjadinya kejahatan jalanan yang 
merupakan potensi kerawanan kamtibmas sehingga tidak 
berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang meresahkan 
masyarakat. 
c) Monitoring kegiatan masyarakat dan melaksanakan tindakan 
pencegahan guna mengantisipasi atau menekan terjadinya tindak 
pidana jalanan. 
  
2) Pengamanan Terbuka 
a) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna 
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan 
lingkungan, baik lingkungan pemukiman, kerja maupun 
lingkungan umum sebagai implementasi sistem keamanan 
swakarsa. 
b) Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, pengaturan, 
penyeberangan, pengalihan arus lantas, patroli, penjagaan pada 
lokasi rawan kejahatan jalanan dan menangkap serta 
mengamankan pelaku kejahatan jalanan curat, curas dan 
curanmor. 
 
c. Sarana Prasarana 
Diantaranya sarana dan prasarana yang digunakan oleh 
Kepolisian Resort Kota Kediri yaitu : 
1) Administrasi 
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Prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan menggunakan 
pedoman naskah dinas yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan Kapolri No. 16, 17 
dan 18 Tahun 2007 tanggal 17 Agustus 2007 dan berpedoman pada 
Juknis, Juklak, Juklap serta per Undang-undangan yang berlaku.  
2) Logistik 
(a) Dukungan logistik serta dana operasional menggunakan anggaran 
Satuan Kerja Polresta Kediri TA 2008. 
(b) Perhubungan menggunakan sarana alat komunikasi yang ada : 
(1) Menggunakan 2 buah sarana komunikasi Rig. 
(2) Menggunakan sarana Telepon 687110. 
(3) Menggunakan Faximile 0354-699374. 
(4) Call Centre Polresta Kediri 0354-199. 
 
d. Pelaksana/Personil 
Pelaksana/personil merupakan orang yang terlibat langsung dan 
bertindak dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Mnurut Aiptu 
Deny Puspita, Program Zero Street Crime di Kota Kediri ini dilakukan 
oleh seluruh jajaran Kepolisian Resort Kota Kediri yang meliputi bagian 
Binamitra, Operasional, Reskrim, Samapta, Lantas dan lain sebagainya. 
Masing-masing kesatuan bekerja sama dengan kesatuan lainnya demi 
kelancaran pelaksanaan program ini. 
  
Jumlah kekuatan personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan 
Zero Street Crime ini adalah sebesar 249 orang dengan rincian sebagai 
berikut : 
1) Polresta Kediri  : 115  orang 
2) Polsek Mojoroto  : 50  orang 
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3) Polsekta Kediri  : 45  orang 
4) Polsekta Pesantren  : 39  orang  
 
Anggota personil tersebut ditempatkan di Pos-pos Zero Street 
Crime dan Pos-pos Quick Respons di wilayah masing-masing, yang telah 
disediakan sebelumnya sebagai penunjang pelaksanaan Program Zero 
Street Crime di Kota Kediri (Wawancara, 3 April 2009).  
 
e. Kerja Sama 
Program Zero Street Crime yang dilaksanakan di wilayah 
Polresta Kediri, merupakan suatu program mandiri yang dicanangkan oleh 
Kapolwil Kediri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Aiptu Deny 
Puspita bahwa Zero Street Crime merupakan program yang dicanangkan 
oleh Kapolwil Kediri, Kombes Sukamto Hamdoko untuk dilaksanakan di 
Polresta Kediri. Aiptu Deny Puspita menambahkan, tidak ada kerjasama 
sinergis dengan instansi lain mengenai pelaksanaan program ini. Hal ini 
dikuatkan dengan pernyataan Dra. Yayuk Istirahayu, selaku Kasi 
Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota 
Kediri bahwa tidak ada kerjasama mengenai pelaksanaan program Zero 
Street Crime ini. Adapun kerjasama dengan Polresta Kediri hanyalah 
sebatas kerjasama untuk kepentingan keamanan pada hari-hari khusus 
seperti perayaan Idul Fitri, Natal dan lain sebagainya. Selain itu, masih ada 
kerjasama mengenai penertiban anak jalanan, pengemis dan gelandangan 
yang berkeliaran di jalanan serta  pengangguran untuk kemudian dibina 
melalui rumah singgah, diberi pelatihan dan bantuan alat. Kegiatan 
tersebut dimaksudkan agar mereka tidak menjadi penjahat, karena 
memiliki keahlian untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonominya 
(Wawancara, 8 April  2009).  
 c 
 
Tidak adanya kerjasama sinergis dengan instansi lain, Aiptu 
Deny Puspita beralasan bahwa Kepolisian Resort Kota Kediri ingin 
berusaha mandiri untuk menekan angka kejahatan, khususnya kejahatan 
jalanan dengan melaksanakan Program Zero Street Crime. Program ini 
tidak hanya melaksanakan fungsi pangamanan saja, yaitu sebagai 
penanggulangan kejahatan namun juga melaksanakan fungsi pelayanan 
dan pengayoman kepada masyarakat (Wawancara, 3 April 2009).  
 
f. Hambatan 
Usaha-usaha kepolisian dalam melakukan penanggulangan  
kejahatan di Kota Kediri, tidak selamanya berlangsung mulus. Hal ini 
disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mempersulit 
pelaksanaan program Zero Street Crime ini, diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
a. Fasilitas 
Ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung tugas-tugas 
polisi sangatlah terbatas. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat 
bekerja secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat. Sarana dan fasilitas tersebut diantaranya yaitu meliputi 
alat komunikasi, berbagai kendaraan bermotor untuk operasional, 
ruang tahanan yang memadai dan lain sebagainya. Berdasarkan 
pernyataan dari Kasat Lantas AKP Mukalan, S.H. yang menyatakan 
bahwa minimnya sarana dan prasarana sangatlah mempengaruhi 
kinerja kepolisian dalam melaksanakan tugasnya (Wawancara, 16 
April 2008).  
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Keadaan itu menyebabkan pelaksanaan penanggulangan 
kejahatan menjadi tersendat dan tidak dapat berjalan lancar. 
Kelangkapan sarana dan fasilitas sangatlah penting, karena sekarang 
ini kejahatan semakin canggih dan beragam. Apabila kepolisian tidak 
mengimbangi perkembangan kejahatan tersebut dengan melengkapi 
sarana dan prasarana fasilitas yang memadai, maka kejahatan 
khususnya kejahatan jalanan tidak akan mungkin dapat ditekan.  
 
 
b. Keterbatasan Personil 
Menurut Aiptu Deny Puspita dijelaskan bahwa  Kekuatan 
Personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program Zero Street 
Crime di Kota Kediri ini berjumlah 249 orang dengan rincian : 
1) Polresta Kediri  : 115 orang 
2) Polsek Mojoroto  : 50 orang 
3) Polsekta Kediri  : 45 orang 
4) Polsekta Pesantren  : 39 orang 
  
Jumlah personil yang tidak memadai merupakan salah satu 
hambatan dalam penanggulangan kejahatan. Namun demikian Kasat 
Reskrim AKP Slamet Pujiono menyatakan bahwa dengan 
keterbatasan personil yang dimiliki, tidak akan mengurangi kegigihan 
polisi dalam mengungkap kejahatan. Karena personil yang ada 
tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat berfungsi 
dengan baik (Wawancara, 3 April 2009).  
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c. Kurang/rendahnya kualitas pendidikan 
Kualitas pendidikan yang kurang/rendah, baik dalam bidang 
pendidikan secara umum maupun khusus sangat mempengaruhi 
tingkat profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya. 
Seorang polisi dituntut harus bisa memenuhi harapan dari berbagai 
pihak yang beragam. Oleh karena itu diperlukan kualitas sumber daya 
manusia yang baik dan terampil. 
 
d. Terlambat/Tidak Melapor 
Salah satu penyebab kegagalan pengungkapan suatu tindak 
kejahatan adalah keterlambatan korban melaporkan peristiwa pidana 
yang dialaminya. Secara umum didapati gambaran keterlambatan itu 
sebagai berikut : 
 
Tabel 9 Kuantitas Prosentase Korban Melapor 
No. Korban Melapor Prosentase 
1 Langsung 45% 
2 Terlambat 50% 
3 Lain-lain 5% 
Sumber : Data Polresta Kediri (data sekunder) 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa korban kejahatan jalanan 
yang melapor secara langsung 45% sedangkan yang terlambat 
melapor 50% dan lain-lain 5%. Kuantitas prosentase korban yang 
terlambat melapor sangatlah tinggi dan hal inilah yang menyebabkan 
 ciii 
sulitnya penanganan kasus kejahatan jalanan. Padahal dengan adanya 
laporan dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam 
melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus kejahatan. Seperti 
yang diungkapkan oleh Kasat Reskrim AKP Slamet Pujiono yang 
menyatakan bahwa masyarakat mempunyai peran yang sangat besar 
dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan dengan cara 
melapor bila mengetahui terjadi kejahatan jalanan (Wawancara 23 
Maret 2009).  
 
Salah satu kejahatan jalanan yang sering terjadi di Kepolisian 
wilayah Kota Kediri adalah pencurian kendaraan bermotor atau 
curanmor. Pelaku kejahatan ini mempunyai modus yang teratur dan 
rapi. Jenis kejahatan jalanan ini mengalami perkembangan yang pesat 
jika dibandingkan dengan jenis kejahatan jalanan lainnya. Masih 
menurut Kasat Reskrim AKP Slamet Pujiono yang menyatakan bahwa 
pencurian kendaraan bermotor merupakan kelompok yang terorganisir 




1. Alasan Kepolisian Resort Kota Kediri Menetapkan Program Zero Street 
Crime untuk Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Kota Kediri 
Zero Street Crime merupakan suatu program kreatif yang dicanangkan 
oleh Kepolisian Wilayah Kota Kediri yang dimaksudkan untuk menanggulangi 
kejahatan, khususnya mengenai kejahatan jalanan di wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Kediri. Sebagai suatu program yang ditujukan untuk 
melindungi kepentingan masyarakat, maka program ini telah sesuai jika 
dikaitkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat 
yang menyatakan bahwa tujuan dari Negara adalah “melindungi” segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
“kesejahteraan” umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial.  
 
Dengan ketentuan di atas dapat diartikan bahwa Pemerintah 
diwajibkan banyak berbuat secara kreatif dan inovatif menemukan langkah dan 
strategi demi terwujudnya tanggung jawab “melindungi” segenap bangsa 
Indonesia dari segala ancaman. Program Zero Street Crime yang dilaksanakan 
di kota Kediri adalah salah satu bentuk usaha Pemerintah dalam hal ini 
Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resort Kota Kediri 
dalam mewujudkan tujuan Negara di atas. 
Program Zero Street Crime ini dilaksanakan dalam rangka 
memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan pelayanan kepada 
masyarakat agar bebas dari perasaan tidak nyaman atau kurang nyaman dalam 
melakukan aktifitas di jalan. Adapun tujuan dari Zero Street Crime ini adalah 
upaya meniadakan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, 
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adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, 
adanya rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan.  
Apabila dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Soerjono 
Soekanto, (1988:26-27). upaya yang dilakukan Polresta Kediri diatas sudah 
tepat. Disebutkan bahwa Polri dengan aparat penegak hukum lain mengadakan 
usaha secara tuntas terhadap setiap kejahatan yang pada hakekatnya bertujuan 
menimbulkan “deferent effect” yang efektif (tindakan represif untuk preventif) 
Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan 
pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara dini (early detection 
and early warning) pada lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja. 
Sedangkan usaha lain yang bersifat represif. Namun, dalam pelaksanaannya 
upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Kediri dalam menanggulangi 
kejahatan dianggap kurang. Hal ini disebabkan kepolisian hanya memfokuskan 
penanggulangan kejahatan dari segi pidananya (penal) saja, sedangkan 
permasalahan di luar itu tidak disentuh. Dalam penanggulangan kejahatan tidak 
cukup dengan memberantas kejahatan dengan cara pidana saja, akan tetapi 
dengan memberikan solusi penyebab seseorang melakukan kejahatan.  
Sehingga kejahatan tidak berulang kembali karena telah diberantas secara 
tuntas sampai pada akar permasalahannya. 
M. Kemal Dermawan, (1994:11) menyebutkan bahwa Pencegahan 
kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah 
agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul atau merupakan usaha 
untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (yang masih 
dapat ditolerir masyarakat) sehingga dapat menghindari intervensi polisi. 
Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat 
kejahatan sampai pada tingkat minimal sehingga dapat menghindari intervensi 
polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang 
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kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya 
keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu 
melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut. 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan begitu 
saja, namun dapat dicegah dan ditanggulangi agar jumlahnya dapat ditekan 
semaksimal mungkin.   
Pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, 
baik dalam lingkup intern polri maupun dalam lingkup yang melibatkan 
komponen lain di luar polri dan tujuan penanggulangan kriminalitas secara 
terpadu ini yang dimaksud adalah:  
a. Adanya suasana masyarakat bebas dari gangguan fisik ataupun psikis; 
Adanya suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan 
serta rasa kepastian dan ketaatan hukum; 
b. Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari 
segala macam bahaya; 
c. Adanya suasana kedamaian dan ketentraman lahiriah (Mabes Polri, 
1983:12). 
Dengan demikian langkah Kepolisian Resort Kota Kediri 
melaksanakan Program Zero Street Crime adalah sudah tepat, karena tujuan 
yang ingin dicapai dengan Program ini sudah sesuai dengan arahan dari Mabes 
Polri di atas. 
Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif Polri dan 
aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat bertujuan 
untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Hal 
senada juga diungkapkan Bohannan dalam Kumpulan karangan yang disusun 
T.O. Ihromi bahwa “ bila situasi hukum telah tercipta yang dimulai dengan 
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suatu pelanggaran terhadap hukum, namun besar manfaatnya bila seorang 
anggota polisi mengarahkan perhatian pada hal-hal yang akan mengurangi 
situasi-situasi pelanggaran atau lebih memaksimalkan usaha preventif” (T.O. 
Ihromi, 2000:25). Tugas preventif itu akan lebih baik ditangani bila dia 
mengerti bagaimana latar belakang budaya dari suatu masyarakat setempat, 
kira-kira bagaimana pedoman-pedoman yang berlaku diantara mereka, 
bagaimana hukum adat yang berlaku, bagaimana peranan pemimpin-pemimpin 
informal dalam proses pengendalian sosial.   
Penulis berpendapat, program Zero Street Crime yang dilaksanakan 
pihak Kepolisian di Kota Kedirisecara penal sudah benar. Indonesia adalah 
Negara hukum, oleh karena itu hukum positif harus dilaksanakan secara tegas, 
demikian pula dengan taktik dan strategisnya. Selebihnya penulis juga 
berpendapat bahwa penegakan hukum yang dilakukan sekarang, baru 
menciptakan tertib hukum dan ketaatan hukum yang bersifat formal saja. 
Dalam situasi ini, untuk sementara kejahatan jalanan sepertinya sudah dapat 
diatasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya kesigapan kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan, namun ketika polisi lengah kejahatan jalanan dapat 
muncul kembali. Seharusnya tertib hukum dan ketaatan hukum yang dibangun 
harus mencapai suatu kesadaran hukum yang bersifat substansial yang akan 
mewujudkan tertib sosial yang diinginkan. 
Untuk mewujudkan suatu tertib hukum dan ketaatan substansial yang 
diinginkan, selain diperlukan kebijakan penal atau kebijakan penerapan hukum 
pidana, diperlukan pula kebijakan non-penal, yaitu kebijaksanaan Pemerintah 
di luar hukum pidana yang bertujuan untuk mencari, menemukan serta 
menanggulangi akar permasalahan penyebab timbulnya kejahatan jalanan 
(street crime). Penulis berpendapat menanggulangi akar permasalahan 
timbulnya kejahatan sama pentingnya dengan penegakan hukum. Secara logika 
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apabila akar permasalahan dapat ditangani, akan terwujud suatu masyarakat 
yang mapan. Selanjutnya masyarakat akan berusaha mempertahankan 
kemapanan tersebut dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan 
yang dapat mengancam kondisi mapan tersebut. Dalam hal ini terwujud suatu 
ketaatan hukum yang substansial, suatu kesadaran hukum dalam arti yang 
sebenarnya, yaitu taat hukum bukan karena takut kepada polisi, tetapi untuk 
menjaga martabat sebagai anggota masyarakat yang terhormat.  
Kedua kebijakan penanggulangan kejahatan (penal dan non-penal) di 
atas harus dilaksanakan oleh kepolisian beserta lembaga-lembaga lain baik 
pemerintah atau LSM yang berkompeten sesuai bidang masing-masing secara 
sinergis, dalam satu tim yang memiliki visi dan misi yang sama. Penulis 
berpendapat, akar masalah dari permasalahan di atas harus dicari dan 
diketemukan khususnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pada 
umumnya berupa kondisi-kondisi merugikan seperti hal-hal sebagai berikut : 
a. Kepadatan Jumlah Penduduk 
Kepadatan penduduk di perkotaan bisa terjadi karena tingginya angka 
kelahiran dan derasnya arus urbanisasi yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk 
mengatasi hal ini diperlukan kebijakan kependudukan yang memperketat 
perpindahan penduduk dari desa ke kota, penerbitan KTP secara lebih 
terkendali, diadakan operasi yustisi yang diikuti sanksi yang tegas terhadap 
pemukim-pemukim liar dan lain sebagainya. Program Keluarga Berencana 
(KB) harus kembali disosialisasikan, harus diketemukan cara untuk menarik 
simpati kalangan pasangan muda untuk mengikutinya. Apabila kedua cara 
di atas dapat dilaksanakan, penulis berkeyakinan penduduk kota bisa 
dikendalikan jumlahnya. Penulis berpendapat, kepadatan penduduk tanpa 
diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka dapat menimbulkan 




Banyaknya golongan masyarakat yang secara ekonomis masih berada di 
bawah garis kemiskinan, ditambah dengan moral yang kurang baik sangat 
potensial memicu timbulnya kejahatan dan hal itu merupakan tugas 
pemerintah melalui berbagai programnya untuk memberantas masalah ini.  
 
c. Minimnya Lapangan Pekerjaan  
Seperti diakui oleh banyak kalangan, minimnya lapangan pekerjaan 
merupakan salah satu akar permasalahan penyebab timbulnya kejahatan 
jalanan. Tanpa pekerjaan yang tetap, orang akan melakukan apa saja demi 
menyambung hidupnya, termasuk nekat menjadi penjahat. Pemerintah 
berkewajiban memprioritaskan penyediaan lapangan pekerjaan, selain 
mempersiapkan Sumber Daya Manuasia (SDM)-nya. 
 
d. Pendidikan dan Ketrampilan yang rendah 
Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan juga sering dituding sebagai 
penghalang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. 
Oleh karena itu, sebagai penyelenggara Negara pemerintah juga wajib 
menyediakan program-program pendidikan dan ketrampilan, baik yang 
bersifat formal maupun informal.  
 
e. Rendahnya Kualitas Hidup  
Kejahatan banyak bermunculan dari komunitas kumuh dengan kondisi 
sosial yang buruk serta kualitas hidup yang rendah, berkaitan dengan 
lingkungan hidup, kesehatan, nilai sosial, ekonomi, pendidikan, perumahan, 
makanan dan lain-lain. Hal ini sekali lagi merupakan tanggung jawab 
pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut.  
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f. Kontrol Sosial, Partisipasi Masyarakat, Tanggung Jawab Sosial yang 
Rendah dan Budaya Masyarakat yang Permisif 
Penulis berpendirian kejahatan jalanan akan muncul dalam masyarakat 
dimana kontrol sosial terhadap pelaku kejahatan tergolong rendah. Kontrol 
sosial yang rendah menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi dan tanggung 
jawab sosial. Masyarakat semacam ini bisa muncul dimana saja, tetapi pada 
umumnya di perkotaan tingkat kepedulian anggota masyarakatnya tergolong 
renggang. Mereka tidak memperdulikan apapun yang diperbuat oleh orang 
lain dan menganggap hal itu bukan urusannya. Sikap permisif sebagian 
masyarakat dengan membiarkan dilakukannya kejahatan di lingkungannya, 
menumbuh suburkan kejahatan. Orang tidak lagi memikirkan lingkungan 
masyarakatnya, tidak lagi bertanggung jawab terhadap perilaku warga yang 
lain, dan tidak lagi berpartisipasi menciptakan situasi masyarakat yang tertib 
dan aman. Pada hakikatnya kondisi ini amat merugikan masyarakat itu 
sendiri, tetapi mereka lebih sering memilih membayar “uang partisipasi” 
daripada melakukan partisipasi itu sendiri.  
 
g. Rendahnya Kepedulian Antar Anggota Keluarga dan Masyarakat 
Penulis berpendapat bahwa kejahatan jalanan dapat dicegah secara dini di 
dalam keluarga apabila keeratan hubungan emosional diantara mereka 
terjalin baik, demikian pula dengan masyarakat lingkungannya. Dalam 
kondisi ini, teguran atau sindiran saja sudah merupakan terapi yang manjur.  
 
h. Tuntutan Terhadap Gaya Hidup yang Tidak Sehat 
Tuntutan gaya hidup di luar kekuatan ekonomi memaksa seseorang untuk 
mewujudkannya dengan berbagai cara, termasuk dengan cara melawan 
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hukum. Hal ini termasuk akar masalah yang dominan dan mau tidak mau 
harus dipikirkan bersama.  
 
i. Rendahnya Pemahaman Nilai-Nilai Agama, Kesopanan dan Tingkah 
Laku 
Pemahaman terhadap nilai-nilai agama merupakan kontrol terhadap perilaku 
sehari-hari. Pada umumnya dapat dipastikan bahwa mereka yang terlibat 
dalam kejahatan jalanan adalah orang-orang yang tidak memahami hal itu, 
oleh karenanya pembinaan dengan metode yang efektif oleh pihak yang 
berwenang sangat diperlukan.  
 
 
j. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten, Khususnya Terhadap 
Pelenggaran yang Tergolong Ringan.  
Penulis berpendapat kejahatan jalanan dimulai dengan perbuatan 
pelanggaran hukum di tepi dan perempatan jalan yang pada umumnya 
diremehkan orang, seperti pengamenan, pengemisan, parkir liar dan lain-
lain. Sekalipun digolongkan pelanggaran liar, penegakan hukum terhadap 
perbuatan itu harus dilakukan secara konsisten dengan sanksi yang lebih 
tegas, sebab bila tidak kualitas perbuatan itu berpotensi untuk berkembang 
menjadi kejahatan di jalanan yang lebih serius dan dapat meresahkan 
masyarakat penguna jalan, seperti pencopetan, prostitusi, perampasan, 
pemerasan, curanmor dan lainnya.  
 
2. Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Kediri dalam 
Pelaksanaan Program Zero Street Crime di Kota Kediri 
Bentuk Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Zero 
Street Crime di Kota Kediri merupakan upaya penanggulangan kejahatan 
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jalanan yang bertujuan untuk menekan angka kejahatan sampai pada tingkat 
minimal atau “zero”. Secara terperinci bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan 
dalam pelaksanaan Program Zero Street Crime di Wilayah Hukum Kepolisian 
Resort Kota Kediri adalah sebagai berikut. 
 
Bentuk Program Kerja Pelaksanaan Zero Street Crime di Kota Kediri, 
antara lain menempatkan pos-pos Zero Street Crime di tempat-tempat yang 
strategis, melaksanakan kegiatan patroli, mengadakan operasi, melakukan 
penghimbauan, melakukan penangkapan dan melakukan tembak di tempat, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Penempatan Pos-Pos Zero Street Crime di tempat-tempat yang 
Strategis 
Penempatan pos-pos Zero Street Crime tersebut sangat sesuai, 
apabila dikaitkan dengan teori Prof. E.H. Sutherland yang mengemukakan 
bahwa manfaat praktis dari kriminologi adalah untuk menekan dan 
mengurangi jumlah kejahatan (E.H. Sutherland dalam Soedjono, 1983:39).  
Sehingga untuk menekan angka kejahatan, khususnya kejahatan 
jalanan, dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penyebab 
terjadinya tindak kejahatan. Salah satunya dilakukan dengan menempatkan 
pos-pos Zero Street Crime di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi 
kejahatan jalanan. Pos-pos ini dimaksudkan agar polisi dapat segera 
bertindak apabila terjadi kejatan, khususnya kejahatan jalanan. Sehingga 
dengan adanya hal ini, perlindungan terhadap nyawa maupun harta benda 
masyarakat lebih terjamin. Dalam kenyataannya, penempatan pos-pos di 
sejumlah tempat-tempat strategis tersebut dirasa kurang bermanfaat bagi 
penekanan angka kejahatan. Banyaknya kejahatan yang masih sering 
terjadi menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya 
dengan penempatan pos-pos, namun juga harus diikuti dengan kegiatan 
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lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan asumsi bahwa  
kepolisian tanpa dibantu oleh pihak lain tidak akan mampu mananggulangi 
kejahatan, khususnya kejahatan jalanan secara tuntas dan 
berkesinambungan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat di dalam 
kegiatan di atas, harus selalu digalang dan ditingkatkan. 
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b. Pelaksanaan kegiatan patroli 
Menurut Soerjono Soekanto, Upaya ini meliputi kegiatan 
penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem 
penginderaan dan peringatan secara dini (early detection and early 
warning) pada lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja. Sedangkan 
usaha lain yang bersifat represif. Polri dengan aparat penegak hukum lain 
mengadakan usaha secara tuntas terhadap setiap kejahatan yang pada 
hakekatnya bertujuan menimbulkan “deferent effect” yang efektif 
(tindakan represif untuk preventif) , sehingga dengan adanya patroli, maka 
kesiagaan polisi untuk menangkap para pelaku kejahatan khususnya 
kejahatan jalanan menjadi lebih efektif. Selain itu para korban kejahatan 
dapat langsung meminta pertolongan atau melapor kepada polisi yang 
sedang berpatroli tersebut. 
 
Kemudian apabila dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini sangat tepat. Salah satu 
tugas pokok polisi adalah melaksanakan pengaturan penjagaan, 
pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah 
sesuai dengan kebutuhan.  
 
Kegiatan patroli ini telah sesuai dengan pencegahan kejahatan, 
karena pencegahan kejahatan tersebut menekankan pada perhatian utama 
yaitu mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan 





c. Mengadakan Operasi 
Tujuan dari kegiatan operasi ini adalah untuk meningkatkan 
pengungkapan perkara dan menurunkan angka kejahatan, khususnya 
kejahatan jalanan. Hal ini sangat tepat bila dikaitkan dengan kerangka teori 
Soerjono Soekanto bahwa sifat yang melekat pada jenis operasi khusus 
mempunyai persamaan dengan pengendalian kejahatan, bentuk kegiatan 
operasi khusus kepolisian merupakan upaya yang paling bermanfaat bagi 
kamtibmas maupun kepentingan organisasi. Sebab kejahatan jalanan selain 
Justice problem juga Police problem.  
 
Pelaksanaan operasi misalnya terhadap kendaraan bermotor yang 
dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resort Kota Kediri,  dimaksudkan untuk 
mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor. Jadi para pengguna jalan raya yang berkendara tanpa disertai 
surat-surat yang lengkap akan diperiksa untuk kemudian dikenai sanksi 
bahkan dihukum kalau terbukti bersalah. Sayangnya pelaksanaan operasi 
ini sering disalahgunakan oleh oknum kepolisian untuk memperkaya diri 
sendiri dengan mencari-cari kesalahan pengguna jalan raya. Oleh karena 
itu, kegiatan operasi ini harus mendapatkan pengawasan dari pejabat 
kepolisian yang berwenang untuk memberlakukan sanksi terhadap para 
anggota kepolisian yang berbuat curang. Diharapkan dengan sanksi 






d. Melakukan Penghimbauan 
Kegiatan penghimbauan ini sangat sesuai jika dikaitkan dengan 
teori Kaiser, dimana tujuan pencegahan kejahatan adalah untuk 
menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi 
keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Dengan kegiatan 
ini diharapkan masyarakat dapat menjaga keamanan harta bendanya 
sendiri dari pelaku kejahatan. Masyarakat juga dihimbau untuk melapor 
jika mengetahui atau bahkan menjadi korban kejahatan.  Pelaporan 
masyarakat terhadap tindak kejahatan, khususnya kejahatan jalanan 
sangatlah penting dan diperlukan oleh kepolisian. Karena laporan tersebut 
dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi dan melakukan 
penangkapan secepatnya. Namun terkadang dalam kenyataannya 
masyarakat enggan melaporkan  kepada pihak yang berwajib, meskipun 
telah mengetahui adanya suatu kejahatan jalanan yang terjadi terhadap 
seseorang. Masyarakat cenderung acuh dan tidak mau bertindak karena 
mereka merasa bukan kepantingannya. Hal tersebut seperti yang dikatakan 
oleh Slamet “Wong bukan saya kok yang kena, jadi ya bukan tanggungan 
saya. Soalnya saya sendiri takut pak daripada sok pahlawan, nanti malah 
rugi sendiri” (Wawancara, 7 April 2009). Bahkan korban yang mengalami  
kejahatan jalanan sendiri, yaitu korban curanmor ternyata tidak banyak 
bertindak saat tahu sepeda motornya dicuri orang (Wawancara dengan 
Bapak Sukiman, warga Jalan Banjaran Gang 1 No. 35 Kota Kediri 8 April 
2009). 
 
Kegiatan penghimbauan yang dilakukan oleh satuan Kepolisian 
Resort Kota Kediri diharapkan mampu menimbulkan kesadaran hukum 
dalam masing-masing pribadi masyarakat. Sehingga masyarakat ikut 
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peduli terhadap kondisi lingkungan disekitarnya. Pada kenyataannya, 
masih banyak masyarakat yang lalai atau tidak memperhatikan himbauan 
tersebut, seperti memarkir kendaraan di sembarang tempat atau tidak  di 
tempat parkir yang telah disediakan, mengambil uang dalam jumlah yang 
besar tanpa minta pengawalan dari kepolisian dan lain sebagainya 
sehingga kejahatan masih banyak terjadi. Selama masyarakat belum sadar 
akan keselamatan harta dan jiwanya sendiri, maka mustahil kejahatan 
dapat berkurang.  
 
e. Melakukan Penangkapan 
Dalam melaksanakan penangkapan telah sesuai dengan Pasal 16 
ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 
2002 yang menyatakan bahwa polisi dalam melaksanakan tugas diberi 
wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan.  
Kemudian jika dikaitkan dengan pendapat Soedjono 
Dirdjosisworo mengenai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat 
penal (represif), sangatlah tepat. Karena penanggulangan ini bersifat 
menekan dan menindas yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
kelompok organisasi sesuai dengan peraturan yang ada secara tegas dan 
tuntas terhadap suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya gejala-
gejala yang cenderung merugikan masyarakat.  
 
Polisi dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini melakukan 
penangkapan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam 
Undang-Undang. Hal tersebut berlaku tanpa terkecuali terhadap para 
pelaku kejahatan baik yang belum maupun yang telah terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana. Polisi tidak berhak melakukan kekerasan fisik 
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terhadap pelaku kejahatan, karena para pelaku tersebut belum tentu 
bersalah dan masih harus dibuktikan di sidang pengadilan. Namun, pada 
kenyataannya masih sering dijumpai proses penangkapan yang dilakukan 
oleh oknum kepolisian secara sewenang-wenang dengan alasan 
penanggulangan kejahatan. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat 
berakibat fatal dan sangat bertentangan dengan perlindungan terhadap 
Hak-hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diupayakan kepolisian dalam 
bertindak, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur 
dalam Undang-Undang.  
 
f. Melakukan Tembak di Tempat 
Dalam Pasal 50 KUHP, disebutkan bahwa “Barang siapa 
melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, 
tidak boleh dihukum”. Yang dimaksud dengan Undang-undang disini 
adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang 
diberi kuasa untuk membuat undang-undang, termasuk juga peraturan 
pemerintah dan peraturan daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota 
praja.  
 
Hal ini seperti perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh 
petugas kepolisian terhadap pelaku kejahatan. Pada waktu melakukan 
penembakan terhadap pelaku kejahatan, maka harus melalui prosedur yang 
telah ditentukan, yaitu seperti melakukan tembakan peringatan ke atas 
sebanyak tiga kali. 
 
 cxix 
Kenyataan ini apabila dikaitkan dengan penggunaan senjata api 
menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polisi di Lapangan  (2002 : 
59) sangat sesuai, yaitu bahwa senjata api : 
1) Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa. 
2) Untuk membela diri sendiri atau orang lain dari ancaman mati atau 
luka parah dalam jarak dekat. 
3) Untuk mencegah kejahatan yang sangat berat yang menimbulkan 
ancaman terhadap nyawa. 
4) Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan 
ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman. 
5) Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja 
diperkenankan hanya apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk 
melindungi kehidupan manusia. 
6) Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena 
ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, 
harta benda sendiri maupun orang lain. 
7) Dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah 
secepatnya. 
8) Dilakukan tidak berlebihan, menghindari kerugian baik fisik maupun 
material. 
9) Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan 
jaminan perlindungankepada mereka yang menyerah, luka dan sakit. 




Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan tembak di tempat 
hanya dilakukan jika keadaan benar-benar terpaksa dan mendesak yaitu 
apabila pelaku melakukan perlawanan saat ditangkap atau mencoba 
melarikan diri. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak aparat 
kepolisian yang mengabaikan aturan tersebut. Polisi beralasan dengan 
dilakukannya penembakan, dapat membuat jera para pelaku agar tidak 
mengulangi perbuatannya. Hal tersebut sangatlah tidak manusiawi dan 
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Harus ada sanksi yang tegas 
terhadap oknum polisi yang berbuat sewenang-wenang dalam 
melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar para polisi lebih 























Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Program Zero Street Crime merupakan suatu kebijakan penanggulangan 
kejahatan yang diambil Kapolwil Kediri untuk dilaksanakan di Kepolisian 
Resort Kota Kediri yang berupaya  meniadakan rasa bebas dari gangguan dan 
ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari 
kekhawatiran, keraguan dan ketakutan serta adanya rasa dilindungi dalam 
rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta 
menciptakan situasi kemtibmas yang bebas dari kejahatan jalanan.  .  
2. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Kediri dalam 
Pelaksanaan Program Zero Street Crime : 
a. Menempatkan Pos-pos Zero Street Crime di tempat-tempat yang strategis 
b. Mengadakan patroli secara rutin 
c. Mengadakan operasi 
d. Melakukan penghimbauan 
e. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan 







1. Sebaiknya untuk waktu yang akan datang pelaksanaan Program Zero Street 
Crime ini, melibatkan kerja-sama pihak-pihak berwenang di luar Kepolisian 
Resort Kota Kediri yang diharapkan dapat menangani akar permasalahan yang 
tidak mungkin ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Kediri sendiri. Selain itu 
juga dengan melakukan langkah kongkrit, yaitu melakukan penambahan 
jumlah personil kepolisian agar kepolsian dapat bekerja secara maksimal 
memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.    
2. Seharusnya ada program yang menggiatkan partisipasi masyarakat, khususnya 
di perkotaan semacam siskamling. Selain itu mengupayakan kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Kediri disertai dengan sanksi yang 
tegas, sehingga para aparat tidak bertindak sewenang-wenang dalam 
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